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dan sosial dalam penyediaan layanan air, sanitasi dan penyehatan lingkungan 
(AMPL) bagi kaum miskin. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk 
mendukung organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk terlibat menghubungkan 
sektor publik, badan usaha swasta dan sosial, serta masyarakat sipil. 

Penelitian ini didanai oleh skema Australian Development Research Awards 
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GAMBAR 1 Foto penelitian lapangan

peneliti mewawancara pendiri asosiasi Pengusaha  
Sanitasi di Jawa Tengah

Laporan ini menyajikan hansil penelitian 
kualitatif tentang keterlibatan badan 
usaha berskala kecil dalam layanan air 
dan sanitasi di Indonesia. Penelitian 
secara empiris dilakukan pada bulan 
September 2013 melalui kerjasama dengan 
Plan Indonesia. Penelitian ini meneliti 
bagaimana peran badan usaha kecil 
dalam sektor layanan air dan sanitasi, 
serta bentuk insentif yang mendukung 
atau menghambat peran mereka dalam 
program AMPL. Selain itu, penelitian ini 
juga membahas bagaimana dan mengapa 
organisasi masyarakat sipil (CSO) memilih 
untuk mendukung berbagai badan usaha 
badan usaha tersebut. 

Metodologi secara mendetail dilakukan 
melalui analisis ekonomi politik yang 
dijabarkan dalam Lampiran 1. Metodologi 
ini menggunakan pengembangan 
kerangka kerja konseptual yang telah 
diformulasikan oleh Ostrom (2011) 
dan analisis ekonomi politik yang 
telah dikembangkan oleh Overseas 
Development Institute (ODI). Di beberapa 
negara lain aspek ekonomi politik sektor 
air dan sanitasi difokuskan pada bentuk 
insentif yang tersedia melalui peraturan 
formal dan informal yang berlaku dalam 
dan antar organisasi, serta hal-hal yang 
berhubungan dengan kekuasaan, kontrol 
terhadap pilihan yang diambil, dan akses 
terhadap informasi. Wawancara semi-
terstruktur dilakukan melalui wawancara 
terhadap perwakilan dari dua puluh 
sembilan organisasi di Jakarta, Jawa 
Tengah (Kabupaten Grobogan) dan 
Jawa Timur (Kabupaten Lamongan dan 
Sidoarjo). Para peserta mewakili badan 
usaha swasta dan sosial, CSO nasional 
dan internasional, organisasi donor, dan 
lembaga pemerintahan dari sektor-sektor 
yang relevan dengan pengembangan 
badan usaha dalam sektor AMPL. Kajian 
ini bertujuan untuk menyajikan gambaran 
dinamika peningkatan keterlibatan 
badan usaha dalam sektor AMPL 
dalam beberapa tahun terakhir. Namun 
penelitian ini tidak mengkaji secara 
komprehensif tentang seluruh bentuk 
badan usaha yang ada dan juga tidak 
mencakup seluruh wilayah Indonesia 

secara geografis. Walaupun fokusnya 
pada layanan air dan sanitasi dan 
meskipun disebutkan ada peran badan 
usaha dalam promosi kesehatan, itu 
bukanlah fokus utama dalam kajian ini. 

1. Pengantar

pendiri asosiasi, seorang pengusaha di Jawa Timur 
mendemonstrasikan prototipe model yang digunakan 
dalam pelatihan kewirausahaan sanitasi
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2. Konteks Sektor Pada Negara

Kecenderungan masa kini dalam 
desentralisasi pemerintahan, yang 
dimulai pada tahun 1999, telah 
mengakibatkan pergeseran yang 
signifikan dalam bentangan institusional 
sektor air dan sanitasi di Indonesia. 
Pemerintah kabupaten sekarang 
memiliki kebebasan administrasi dan 
finansial, dan tanggung jawab atas 
penyediaan layanan umum, termasuk 
layanan air dan sanitasi (IST-UTS 2011). 
Perubahan ini tidak hanya membawa 
kesempatan namun juga tantangan 
bagi sektor air dan sanitasi. Pemerintah 
daerah saat ini memiliki kemampuan 
untuk meningkatkan pendapatan dan 
mengatur anggaran daerah mereka, 
sehingga secara teoritis mereka memiliki 
posisi yang lebih baik untuk merespon 
secara langsung kebutuhan masyarakat 
mereka. Namun demikian, kapasitas 
teknis dan pemerintahan yang bervariasi 
masih merupakan faktor utama yang 
berakibat pada kurangnya investasi dalam 
sektor ini. Kesulitan lain adalah strategi 
penerjemahan kebijakan dan sektor, yang 
diformulasikan pada tingkat nasional, ke 
tingkat daerah (ISF-UTS 2011; WSP 2011).

Banyak contoh tantangan yang ada. 
Pertama, pemerintah daerah cenderung 
fokus pada investasi yang dapat terlihat 
langsung (misalnya, jalan atau bangunan 
baru) atau pada sektor lain dengan 
‘prioritas yang secara tradisional dirasa 
lebih tinggi seperti sekolah gratis dan 
layanan kesehatan kuratif gratis’. Fokus ini 
dapat ‘secara mudah mengabaikan isu air 
dan sanitasi’ (menurut Garbarino & Holland 
2011). Kedua, seperti disebutkan lebih jauh 
oleh Garbarino & Holland (2011) bahwa:

“Prioritas investasi dan pendanaan dari 
pemerintah pusat dan daerah sangat 
ditentukan oleh hubungan donor-klien, 
meskipun ada proses formal tertentu. 
Tanpa adanya panduan, kriteria atau 
mekanisme yang jelas untuk memutuskan 
dan mengalokasikan dana, akan ada 
ruang bagi pertimbangan politis atau 
peluang pencarian pinjaman yang bisa 
mempengaruhi investasi pada tingkat 
daerah”.

Pada akhirnya, di satu sisi kelangkaan 
sumber daya dapat menjadi faktor 
pembatas, namun dalam beberapa kasus 
hal ini bukanlah merupakan isu utama. 

Bisa saja ini disebabkan oleh kurangnya 
tenekanan dari pemerintahan yang lebih 
tinggi terhadap otoritas daerah untuk 
mengalokasikan sumberdaya dalam 
pengadaan layanan air dan sanitasi. Tapi 
ini bisa saja terjadi karena ada perlawanan 
dari eksekutif dalam organisasi daerah. 
Akibatnya, minat pemerintah di tingkat 
atas dan permintaan dari masyarakat 
sipil tidak menggambarkan pengeluaran 
anggaran yang dibutuhkan sesungguhnya 
(WSP 2011). 

Sektor yang ada dibagi atas tingkat 
nasional dan daerah. Tanggung jawab 
kegiatan air dan sanitasi di tingkat 
nasional berada di Kementrian Pekerjaan 
Umum, Kementrian Kesehatan dan Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS) (ISF-UTS 2011). Namun 
demikian, prakteknya di sektor umum 
negara, hanya BAPPENAS di tingkat 
nasional, dan Kantor Badan Perencanaan 
dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
di tingkat kabupaten saja yang dapat 
memimpin koordinasi dengan lembaga-
lembaga teknis di tingkat yang sama. 
Lembaga fungsional seperti Kementrian 
Kesehatan tidak memiliki otoritas untuk 
mengkoordinasi badan-badan lain yang 
berada di tingkat yang sama ataupun 
lebih tinggi. Pokja Air Minum dan 
Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), 
sebuah kelompok kerja air dan sanitasi 
lingkungan nasional antar kementrian 
yang didirikan pada tahun 1999 dengan 
dukungan dari proyek ‘WASPOLA’ yang 
didanai oleh AusAID, telah memberikan 
kontribusi yang besar pada peningkatan 
koordinasi sektor dalam beberapa tahun 
terakhir (Mukherjee & Shatifan 2009).

Layanan Penyediaan Air
Layanan air dikelola secara berbeda 
di daerah perkotaan dan pedesaan. Di 
daerah perkotaan, air disediakan oleh 
badan yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah (PDAM). Banyak PDAM yang 
bangkrut karena tarif yang rendah dan 
kesalahan manajemen keuangan, maka 
PDAM tidak mampu menyediakan layanan 
berkualitas pada pelanggan mereka 
ataupun memperluas layanan mereka bagi 
pelanggan baru (Buhl-Nielsen et al. 2009). 

Di daerah pedesaan, infrastruktur air desa 
dibangun oleh pemerintah dan diatur oleh 
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organisasi berbasis masyarakat (CBO). 
Meskipun pemerintah telah menggunakan 
pendekatan manajemen berbasis 
masyarakat untuk daerah pedesaan 
sejak 1990, baru pada tahun 2004, 
melalui Perundangan Sumber Daya Air 
(Water Resources Law), mengakui bahwa 
melibatkan CBO merupakan sebuah 
dapat mendukung layanan penyediaan 
air di pedesaan untuk jangka panjang 
(Sy 2011). Diperkirakan bahwa proyek 
kemitraan pengembangan berskala besar 
seperti dengan World Bank’s Water and 
Sanitation for Low Income Communities 
(WSLIC) dan Proyek Penyediaan Air 
dan sanitasi Berbasis Masyarakat 
(PAMSIMAS) telah membentuk sekitar 
10,000 CBO di seluruh Indonesia 
(Kementrian Pekerjaan Umum 2010), dan 
67%nya berada di Jawa Tengah dan Jawa 
Timurdan telah mampu menghasilkan 
keuntungan, dengan beberapa CBO 
melayani 3-5 lebih banyak rumah tangga 
daripada PDAM (Sy 2011).

Hasil yangbaik tersebut telah 
memunculkan diskusi tentang adanya 
potensi dalam memperluas model CBO 
untuk meningkatkan akses air di daerah 
pedesaan. Disarankan hal ini akan 
mungkin dilakukan jika transisi kegiatan 
ini diarahkan ke model badan usaha yang 
berorientasi kepada pelayanan profesional 
dan jika ada dukungan dalam menangani 
kelemahan dalam lingkunganCBO (Sy 2011).

Namun demikian, CBO secara luas 
beroperasi atas dasar informal dan 
memiliki akses terbatas ke finansial 
dan kapasitas yang terbatas untuk 
mengembangkan serta mengadopsi 
praktek komersil dan sistem perencanaan 
yang lebih baik. Akibatnya, kemampuan 
CBO untuk berkembang dan mengambil 
keuntungan penuh pasar menjadi 
terbatas (Indll 2011). Lebih jauh, 
meskipun Undang-undang No. 7/2004 
memberikan otoritas penuh dan hak 
monopoli bagi Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD), Undang-undang tersebut tetap 
mengizinkan kerjasama, badan usaha 
swasta atau masyarakat terlibat dalam 
sistem penyediaan air jika BUMN atau 
BUMD tidak mampu melayani area 
tanggung jawabnya (Sy et al. 2011). Dalam 
beberapa tahun terakhir, dukungan dari 
Water and Sanitation Program (WSP) dan 

program Australia Aid pada sektor ini 
telah mendukung CBO untuk terhubung 
dengan institusi perbankan dan 
memberikan akses terhadap pinjaman 
sekaligus terhadap pelatihan untuk 
meningkatkan praktek manajemen bisnis 
yang lebih baik.

Layanan Sanitasi
Secara historis, hanya sedikit perhatian 
dan sumberdaya yang dikerahkan untuk 
sanitasi dan mayoritas persepsi yang 
ditangkap bahwa sanitasi merupakan 
masalah pribadi dalam rumah tangga. 
Lebih dari dua hingga tiga tahun terakhir, 
dengan adanya advokasi dan kelompok 
eksternal yang telahmenyediakan bukti-
bukti keuntungan ekonomi sanitasi, 
maka hal ini mengakibatkanpergeseran 
pandangan, serta berdampak pada 
meningkatnya kesadaran pemerintah 
akan perannya dalam mendukung 
penyediaan sanitasi (Garbarino & Holland 
211). Namun, minat akan sanitasi saat ini 
tampaknya secara luas difokuskan pada 
sanitasi urban dan peri-urban/ sekitarnya 
(ISF-UTS 2011). 

Diantara berbagai departemen 
pemerintahan yang berbagi tanggung 
jawab akan air dan sanitasi, Departemen 
Kesehatan adalah departemen yang 
memiliki peran terkuat dalam sanitasi desa.

Pada tahun 2005 sanitasi total 
yang dipimpin masyarakat (CLTS) 
diperkenalkan melalui uji coba yang 
diadakan di enam provinsi. Kesuksesan 
program tersebut akhirnya diadopsi 
sebagai metodologi utama untuk 
meningkatkan sanitasi, dengan 
Kementrian Kesehatan mengeluarkan 
Strategi Nasional untuk STBM pada tahun 
2008 (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
– STBM), yang kemudian menjadi bagian 
dari rencana pembangunan lima tahun 
periode 2010-2014. Pemasaran sanitasi 
pertama kali dikenalkan di Indonesia 
oleh WSP di Jawa Timur pada tahun 
2007, dalam kemitraan kuat dengan 
Departemen Kesehatan (Robinson 2011).

2. Konteks Sektor Pada Negara
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Badan usaha swasta dan sosial 
didefinisikan di sebelah kiri, dan secara 
kolektif disebut sebagai ‘badan usaha’ 
dalam dokumen ini. 

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa 
keterlibatan badan usaha berskala kecil 
dalam penyediaan produk air dan sanitasi 
masih relatif baru di Indonesia. Keterlibatan 
ini mulai terlihat selama sekitar 5-10 tahun 
terakhir, kebanyakan diarahkan oleh mitra 
pengembangan seperti WSP dan CSO 
lainnya, dengan banyak pengembangan 
yang terjadi hanya dalam dua hingga 
empat tahun terakhir. 

Sebelumnya, keterlibatan sektor swasta 
dalam AMPL secara luas difokuskan 
pada layanan penyediaan air di daerah 
perkotaan. Keterlibatan sektor swasta 
telah menyertakan kemitraan umum-
swasta antara badan usaha air milik 
pemerintah (PDAM) dan organisasi sektor 
swasta berskala besar, serta penggunaan 
kontraktor berskala kecil untuk operasi 
atau konstruksi sistem penyediaan 
atau system manajemen, suatu praktek 
yang sudah umum diantara PDAM 
(Kementrian Pekerjaan Umum 2012). 
Kami juga menemukan bahwa ‘kontraktor’ 
swasta tersebut diasosiasikan dengan 
harga yang dinaikkan dan fokus pada 
keuntungan: ‘mereka menaikkan harga 
dan hanya fokus pada keuntungan’ dan 
‘biasanya 50% nya dikorupsi.’ Persepsi 
historis keterlibatan sektor swasta dalam 
layanan air dan sanitasi merupakan 
elemen kontekstual penting yang 
mungkin membatasi persepsi beberapa 
stakeholder akan peran potensial yang 
dapat dilakukan oleh badan usaha. 

Meskipun demikian, akhir-akhir ini 
kesempatan luas telah muncul dan 
sedang diisi oleh para individu dan 
organisasi jenis baru. Penelitian ini 
mengungkap beberapa peran yang 
muncul sebagai berikut: 

• �CBO yang terformalisasi mengatur 
penyediaan air di desa – diformalisasi 
sebagai kolaborasi antara ‘asosiasi’ dan 
‘koperasi’ (lihat Kotak 1, halaman 7) – 
yang terakhir yang diperlukan untuk 
menjadi badan yang diakui secara 
hukum sehingga dapat memperoleh 
akses pinjaman dan dukungan 
finansial. Juga terkadang diformalisasi 
sebagai badan hukum milik desa. 

• �Asosiasi CBO – formalisasi asosiasi 
organisasi berbasis masyarakat yang 
mengoperasikan penyediaan air desa 
(lihat Kotak 1, halaman 7) atau sistem 
sanitasi komunal, dengan beberapa 
penghasilan finansial namun memiliki 
budaya kuat akan kontribusi relawan

• �Pengusaha sanitasi – badan usaha 
kecil yang terdaftar secara informal 
atau badan usaha kecil hingga 
menengah yang terdaftar secara  
formal yang bekerja mencari 
keuntungan untuk menyediakan 
produk dan layanan sanitasi 

• �Asosiasi pengusaha sanitasi – 
pengelompokan pengusaha sanitasi, 
yang beroperasi sebagai badan usaha 
sosial dengan tujuan menawarkan 
produk dan layanan sanitasi (lihat 
Kotak 2, halaman 8), contohnya 
termasuk Paguyuban Pengusaha 
Sanitasi Grobogan (PAPSIGRO) dan 
Asosiasi Pengusaha Pemberdayaan 
dan Sanitasi Indonesia (APPSANI)

• �Distributor produk pemurnian air 
– produk dijual melalui distributor 
berbasis masyarakat atau distributor 
yang berhubungan dengan pelanggan 
yang difasilitasi oleh LSM

• �Kontraktorbangunan– dilibatkan 
oleh pemerintah atau masyarakat 
untuk membangunkonstruksi sistem 
air atau sanitasi, umumnya dilaporkan 
untuk fokus pada keuntungan dan 
tidak fokus pada kualitas konstruksi 

• �Layanan sedot tinja– bisnis berskala 
kecil untuk penyedotan tinja di daerah 
urban

• �Layanan khusus – konsultasi atau 
spesialisasi dalam keterampilan dan 
pendekatan mesin, kelistrikan atau 
efisiensi energi, misalnya menawarkan 
layanan pada PDAM atau komite 
manajemen air desa berbasis 
masyarakat. 

Penelitian ini juga juga membahas 
bagaimana peran dana tanggungjawab 
sosial perusahaan skala besar (CSR) 
yang diinvestasikan melalui NGO atau 
pada masyarakat secara langsung. Dalam 
beberapa kasus, dana CSR digunakan 
untuk mendukung usaha-usaha dalam 
penyediaan sanitasi atau air desa.

3. �Munculnya badan 
usaha air dan sanitasi

Definisi istilah
Badan usaha swasta: 
Badan usaha swasta 
adalah bisnis atau 
industri yang diatur 
oleh perusahaan 
bebas/independen 
atau individu swasta 
dan tidak dikontrol 
oleh negara. Mulai dari 
individu yang bekerja 
sendiri hingga bisnis 
besar multi-nasional, 
badan usaha swasta 
umumnya termotivasi 
oleh keuntungan 
(Koestler 2009).

Badan usaha sosial: 
Badan usaha sosial 
(juga dikenal 
sebagai bisnis 
sosial, berhubungan 
erat dengan 
kewirausahaan sosial) 
menyatukan perilaku 
kewirausahaan 
dengan keinginan 
untuk menggunakan 
pasar sebagai alat 
untuk memenuhi 
tujuan sosial, 
melayani minat dan 
kepentingan umum 
bagi keuntungan 
masyarakat (Noya 
et al. 2013). Muncul 
sebagai tanggapan 
akan kebutuhan sosial 
yang kompleks, sering 
sebagai tanggapan 
akan tiadanya atau 
pemotongan dana 
umum, badan usaha 
sosial bertujuan 
mendatangkan 
praktek bisnis yang 
aman dan telah 
diasosiasikan dengan 
pendekatan inovatif 
untuk menyampaikan 
layanan masyarakat 
(Peredo & McLean 
2006).
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3. Munculnya badan usaha air dan sanitasi

Organisasi kolektif yang beroperasi 
sebagai bentuk badan usaha sosial 
diamati di sektor penyediaan air desa. 
Termasuk di dalamnya organisasi 
air berbasis masyarakat, beberapa 
diantaranya telah berubah menjadi badan 
usaha profesional formal yang berorientasi 
pada layanan. Akhir-akhir ini, asosiasi CBO 
di tingkat kabupaten juga telah dibentuk 
dengan maksud mendukung CBO melalui 
pelatihan, petunjuk teknis, akses finansial, 
dan advokasi. Di Kabupaten Lamongan, 
Jawa Timur, asosiasi tersebut telah 
beroperasi selama satu dekade, sementara 
di lokasi lainnya asosiasi semacam itu 
akhir-akhir ini telah dibentuk melalui 
program Bank Dunia PAMSIMAS.

Agar memiliki akses terhadap keuangan, 
organisasi kolektif ini harus mempunyai 
status hukum. Di Jawa Timur, misalnya, 
ada beberapa komite air yang beroperasi 
sebagai asosiasi, namun telah membentuk 
bisnis koperasi paralel yang terdaftar 
sebagai kesatuan terpisah agar 
memiliki akses pinjaman dan subsidi 
dari pemerintah untuk meningkatkan 
dan memperluas sistem persediaan 
air mereka. Di Kabupaten Lamongan, 
pendekatan yang sama juga diikuti 
oleh asosiasi CBO di tingkat kabupaten 
(Gambar 2). Hal ini memungkinkan CBO 
memiliki akses pinjaman tidak hanya dari 
koperasi mereka namun juga dari koperasi 
di tingkat kabupaten begitu juga pinjaman 
bank, yang biasanya diperlukan untuk 
pengeluaran yang besar.

Kotak 1: CBO yang menjadi professional dan Asosiasi CBO

GAMBAR 2 CBO dan asosiasi CBO di Jawa Timur
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3. Munculnya badan usaha air dan sanitasi

GAmbar 5 Asosiasi pengusaha sanitasi

GAMBAR 3 septik tank yang dijual 
oleh APPSANI

Gambar 4 toilet PAPSIGRO

Kotak 2: Asosiasi-asosiasi pengusaha sanitasi
Di Provinsi Jawa Timur WSP melatih 
para tukang batu, pengrajin dan para 
pengusaha untuk menjadi pengusaha 
sanitasi. Para pengusaha sanitasi ini 
kemudian bersama-sama membentuk 
sebuah asosiasi (APPSANI). Pendekatan 
serupa juga diikuti oleh Plan di 
Kabupaten Grobogan, dan pendekatan 
ini juga berujung pada pembentukan 
asosiasi pengusaha (PAPSIGRO). 
Asosiasi ini berdasarkan keanggotaan 
dan beroperasi sebagai bentuk badan 
usaha sosial untuk mendukung 
pengusaha sanitasi dengan tujuan 
memperluas akses sanitasi (Gambar 5). 

Jenis dukungan yang disediakan asosiasi 
tersebut bagi para pengusaha sanitasi 
meliputi akses material yang lebih murah, 
jejaring kerja dan kesempatan saling 
belajar dan pelatihan. Namun, sebagai 
organisasi yang baru dibentuk, asosiasi 
ini masih menyempurnakan model bisnis 
dan cakupan layanan mereka. Misalnya, 
sebuah asosiasi menyebutkan salah satu 
tujuannya mendukung advokasi dan 
akses pada alat manajemen bisnis dalam 
cakupan layanan yang disediakan bagi 
para anggotanya.
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4. �Faktor yang membentuk keterlibatan 
badan usaha: pengusaha sanitasi

Dengan menggunakan analisa ekonomi-
politik, kami meneliti insentif yang 
dihasilkan oleh struktur institusional, 
distribusi kekuasaan serta institusi 
formal dan informal pada sektor AMPL 
di Indonesia. Kami meneliti bagaimana 
mereka membentuk perilaku para 
pengusaha sanitasi. Di Bagian 5 terkait 
secara serupa dengan kelompok badan 
usaha sosial, termasuk asosiasi pengusaha 
sanitasi, CBO profesional dan asosiasi CBO. 

Temuan disajikan melalui elemen utama 
yang diidentifikasi sebagai hal yang 
penting bagi keberlangsungan dan 
kesuksesan perkembangan badan usaha 
(Gero et al. 2013) dalam hubungannya 
dengan pengusaha sanitasi, yang pada 
umumnya merupakan badan usaha 
kecil dan mikro. Elemen-elemen utama 
tersebut adalah: 

a) �Permintaan dan profitabilitas
b) �Akses kesempatan untuk peningkatan 

kapasitas
c) �Akses finansial
d) �Pilihan pembiayaan bagi pelanggan
e) �Kompetisi dan inovasi
f) �Dukungan politik dan prioritas. 

A) PERMINTAAN DAN PROFITABILITAS
Pengusaha mengandalkan pemicuan 
CLTS untuk permintaan akan layanan 
mereka.
Pemicuan CLTS pada masyarakat 
sebelum pemasaran sanitasi memainkan 
peranan penting dalam menciptakan 
permintaan produk dan layanan sanitasi. 
Di Grobogan dan Jawa Timur, sebagian 
besar pengusaha sanitasi pada dasarnya 
bekerja di masyarakat desa yang telah 
dipicu CLTS dan permintaan dalam 
masyarakat tersebut biasanya diharapkan 
tumbuh secara spontan sejak pemicuan 
pertama kali. Maka, para pengusaha 
sanitasi secara luas mengandalkan 
lembaga ekternal (pemerintah daerah 
dan CSO) dalam mengimplementasikan 
CLTS untuk menciptakan permintaan 
di daerah target mereka. Hal ini berarti 
perkembangan pasar mereka secara 
langsung berada di luar kontrol mereka. 

Ikeda (2012) menemukan bahwa 
kemungkinan tiadanya permintaan masih 
menjadi perhatian utama bagi para 
pengusaha sanitasi dan bahkan di daerah 
dimana CLTS sudah diimplementasikan 
mereka mungkin perlu lebih banyak 

bekerja dalam menciptakan permintaan 
akan toilet. Hal ini menunjukkan bahwa 
di beberapa kasus, CLTS mungkin masih 
belum cukup menciptakan permintaan 
akan jamban yang lebih baik untuk 
menjaga keberlangsungan aktivitas bisnis 
para pengusaha sanitasi.

Para pengusaha mengandalkan jejaring 
kerja (khususnya dengan pemerintahan) 
untuk menghubungkan mereka dengan 
para pelanggan
Penelitian yang dilakukan di Jawa Timur 
(Ikeda 2012) menunjukkan bahwa salah 
satu komponen terpenting akan suksesnya 
volume penjualan para pengusaha adalah 
kemitraan mereka dengan para kepala 
desa, staf seperti para sanitarian yang 
bekerja di pusat kesehatan masyarakat 
(Puskesmas), dan relawan kesehatan 
masyarakat (kader Posyandu) yang 
berperan sebagai agen penjualan. Namun, 
temuan mengungkapkan terkadang 
hubungan tersebut sulit dipertahankan 
karena dalam beberapa kasus tidak ada 
insentif bagi para staf Puskesmas, misalnya 
para sanitarian, untuk menjalankan peran 
ini: ‘Dulu mereka (para petugas sanitasi) 
biasanya menghadiri pertemuan, tetapi 
sekarang tidak… bagi mereka sifatnya 
sukarela untuk hadir.’ Bahkan dalam satu 
kasus ditunjukkan bahwa seorang anggota 
staf Puskesmas dituduh oleh kepala 
Puskesmas atas menurunnya jumlah 
pasien dan dilarang bekerja lebih jauh 
dengan para pengusaha sanitasi. Disatu 
sisi, dalam situasi lainnya para pengusaha 
membayar komisi bagi staf pemerintahan 
untuk mendukung mereka menjangkau 
pelanggan, dan cara ini memberikan 
keuntungan bagi kedua belah pihak. 

Kemitraan juga merupakan hal penting 
dalam memungkinkan pelanggan 
mengakses finansial dan mengatur cash 
flow bisnis. Ikeda (2012) mengacu pada 
kasus di Jawa Timur dimana pengusaha 
sanitasi bekerja sama dengan kepala desa 
untuk memfasilitasi arisan1 bagi seluruh 
warga desa, suatu pelaksanaan yang 
efektif dalam membantu para pengusaha 
mengatur permintaan dan cash flow 
terkait dengan lebih baik (Ikeda 2012). 

Di Jawa Timur muncul situasi yang tidak 
biasa karena mereka yang dilatih di 
konstruksi sanitasi dan kewirausahaan 
merupakan anggota staf pemerintahan 
di tingkat kabupaten (sanitarian). 

Catatan
1. Hal ini mirip dengan 
mekanisme perputaran 
simpanan yang 
digunakan di negara-
negara berkembang 
lainnya (misalnya komidi 
putar atau ROSCA) 
yang menyediakan 
kelompok individu untuk 
mengakses uang dalam 
jumlah besar, untuk 
membeli barang  
atau membayar 
pengeluaran terencana  
(Bank Dunia 1989).
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Responden memberikan pandangan 
beragam tentang apakah hal ini 
merupakan keluaran yang bermanfaat 
yang membantu memperluas cakupan 
sanitasi yang lebih baik atau, apakah hal 
ini tidak etis dan menunjukkan dapat 
berdampak pada konflik kepentingan. 
Salah satu pandangan adalah ‘tidak, 
hal itu tidak masalah – tugasnya adalah 
mempromosikan penggunaan jamban 
dan dapat menggunakan jalan masuk 
dari manapun, bahkan sebagai bisnis 
– dia dapat berperan sebagai pemasar, 
pemimpin agama, atau dalam bentuk 
bisnis. Hal ini akan menjadi konflik jika 
mereka mengerjakannya menggunakan 
sepeda motor kantor atau saat jam 
kerja’. Sebaliknya, muncul argumen 
bahwa sanitarian tidak akan mampu 
menjalankan ‘tugas yang sebenarnya’ 
untuk memeriksa kualitas produk atau 
mengawasi perubahan dalam jangkauan 
sanitasi, karena ada kepentingan lain 
jika mencapai target tertentu. Akhirnya, 
muncul argumen juga bahwa tugas lain 
(misalnya di area kesehatan lingkungan 
lainnya seperti monitoring makanan dan 
minuman) mungkin akan terabaikan.

Keuntungan sebagai insentif bagi  
para pengusaha
Para pengusaha sanitasi menunjukkan 
minat, kesadaran dan kepuasan terkait 
dengan kesempatan untuk memperoleh 
keuntungan. Akses material dengan 
harga murah yang ditawarkan oleh 
asosiasi pengusaha, juga akses mudah 
untuk memperoleh material mentah lokal 
(misalnya kalsit dapat diperoleh dengan 
mudah di Grobogan) dan transportasi 
disebutkan sebagai elemen utama 
yang berkontribusi pada keuntungan 
bisnis. Sebagian besar responden 
APPSANI dalam survei Ikeda (2012) 
menyatakan ‘sangat setuju’ bahwa mudah 
untuk mendapat keuntungan dengan 
menyediakan layanan sanitasi. 

Sebaliknya, jelas bahwa margin 
keuntungan rendah menghambat 
perkembangan bisnis sanitasi. Di 
Grobogan dan Jawa Timur, sebagian 
besar para pengusaha bekerja paruh 
waktu dan sanitasi merupakan sumber 
penghasilan kedua bagi mereka. 
Keuntungan yang rendah membuat para 
individu enggan dalam menjalankan 
peran mereka dan menjadikannya sumber 

penghasilan utama, khususnya karena 
sebagian besar dari mereka perlu memiliki 
penghasilan yang stabil bagi keluarga. 

Rata-rata, anggota APPSANI 
menghabiskan 37% waktu mereka dalam 
bisnis sanitasi (Ikeda 2012). Hal ini 
menunjukkan bahwa mereka mungkin 
merespon permintaan yang terbatas, 
tidak pasti atau tidak teratur dengan 
meragamkan usaha mereka. Sebaliknya, 
bekerja paruh waktu mungkin membatasi 
kemampuan mereka dalam merespon 
permintaan karena mereka mungkin tidak 
punya waktu untuk mengawasi sejumlah 
pemasangan instalasi dalam waktu 
bersamaan: ‘Saya memberikan pesanan 
yang saya terima pada anggota yang lain 
(dalam asosiasi) namun mereka sudah 
sibuk dengan bisnis mereka sendiri. 
Selain itu juga jaraknya jauh [terpencil].’

Hambatan yang lain untuk mendapatkan 
profit/ keuntungan adalah pasar yang 
sudah jenuh. Ketika pasar sudah 
mencapai kejenuhan. Para pengusaha 
menyebutkan bahwa satu cara untuk 
mengatasinya adalah dengan memperluas 
pasar ke daerah geografi baru, dan 
mebuat diversifikasi bisnis mereka untuk 
melindungi produk-produk lain (contoh 
penyaring air)

Namun ada juga insentif lain  
dibalik keuntungan
Nampaknya ada cakupan insentif yang 
berperan lebih luas bagi para pengusaha 
dibandingkan keuntungan saja. Menurut 
Clark dan Wilson (1961) dan kemudian 
diperluas oleh Wilson (1989) ada empat 
motivasi utama yang mempengaruhi 
keputusan dan perilaku individu dalam 
organisasi: 

• �Materi: penghargaan yang nyata 
misalnya gaji, tunjangan/ manfaat-
manfaat resmi yang bias dinikmati

• �Solidaritas: penghargaan yang 
tidak nyata misalnya bersosialisasi, 
kebersamaan

• �Status: penghargaan yang tidak nyata 
misalnya gengsi, pengakuan

• �Tujuan: penghargaan yang tidak nyata 
misalnya rasa memiliki misi kelompok.

Sebelumnya telah didiskusikan 
tunjangan/manfaat materi dalam 
bentuk keuntungan/profit. Dalam istilah 
penghargaan solidaritas yang tidak 
terlalu nyata, tampak jelas di Grobogan 

4. �Faktor yang membentuk keterlibatan  
badan usaha: pengusaha sanitasi
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[di dalam 
asosiasi] 
anggota 

memiliki prinsip 
persaudaraan, 
solidaritas dan 
gotong royong.

bahwa para pengusaha, setidaknya pada 
awalnya, menikmati bekerja bersama 
(dan dalam kemitraan dengan Plan) 
untuk mengembangkan produk dan 
bisnis mereka bersama. Dua bentuk 
asosiasi (PAPSIGRO dan APPSANI) 
juga membantu formalisasi hubungan 
dan dukungan interaksi sosial diantara 
para pengusaha. Sebagai contoh, dalam 
penelitian para responden menuliskan 
‘dalam diskusi setiap anggota setuju 
bahwa setiap tantangan yang dihadapi 
akan dihadapi bersama karena [di dalam 
asosiasi] anggota memiliki prinsip 
persaudaraan, solidaritas dan gotong 
royong’. Namun, ada juga tantangan 
yang menghambat solidaritas. Misalnya, 
para pengusaha memiliki pandangan 
yang berbeda-beda tentang bagaimana 
menjalankan pekerjaan mereka, sehingga 
mengakibatkan perdebatan: ‘Terkadang 
ada masalah [antar anggota], saat kami 
membicarakan tentang orientasi bisnis’. 
Dilaporkan juga bahwa di asosiasi 
keanggotan beragam (dalam hal usia 
dan profesi), yang mengakibatkan 
kompleksitas sehingga lebih sulit untuk 
menjaga kelompok selalu bersama dalam 
jangka waktu lama, meskipun persatuan 
juga bergantung pada beberapa faktor 
lain termasuk kepemimpinan.

Terkait status, terbukti adanya 
pertentangan. Berkali-kali ditegaskan 
oleh berbagai stakeholder bahwa sanitasi 
bukanlah bisnis yang ‘seksi’, dan hal ini 
bisa mengakibatkan rasa enggan untuk 
terlibat dari para pengusaha baru, atau 
menyebabkan para pengusaha yang 
sudah terlibat kehilangan minat. Namun, 
jelas juga bahwa gengsi dan pengakuan 
juga dapat ditemukan dari bisnis tersebut. 
Asosiasi seperti PAPSIGRO dan APPSANI 
telah menarik perhatian nasional dan 
internasional, sehingga mendapat 
kunjungan dari organisasi internasional, 
dan para pengusaha mendapat undangan 
untuk memberikan presentasi tentang 
pengalaman mereka di daerah-daerah 
lain di Indonesia dan di negara lain 
seperti Vietnam. Saat wawancara, para 
pengusaha dengan cepat mengakui ini.

Terakhir, ada penghargaan yang tidak 
tampak namun mempunyai tujuan ada 
diantara para pengusaha. Di Grobogan, 
penekanan oleh para responden pada 
adanya kepemilikan tujuan sosial 

untuk melayani orang miskin dalam 
meningkatkan kesehatan mereka menjadi 
bukti dalam bisnis individu mereka 
dan juga dalam asosiasi. Salah satu 
pengusaha mengatakan: ‘fokus saya 
adalah bagaimana membantu masyarakat 
di [Kabupaten ini] untuk hidup sehat’. 
Juga, menyadari situasi keuangan yang 
mempersulit pelanggan mereka, para 
pengusaha tidak mengajukan syarat 
dan ketentuan pembayaran yang ketat. 
Nampaknya sudah menjadi hal umum 
bagi para pengusaha untuk tidak meminta 
pembayaran angsuran yang pasti dan 
lebih fleksibel terhadap pembayaran 
angsuran yang terlambat: ‘[pembayaran 
angsuran] bisa saja dalam waktu satu 
minggu, satu bulan, satu tahun, satu 
setengah tahun… Kami tidak hanya 
berbisnis, namun juga tujuan sosial.’ 

Asosiasi juga mendukung para 
pengusaha dalam tujuan bersama 
mereka, dengan mengumpulkan orang-
orang yang memiliki keterampilan 
berbeda namun saling melengkapi. 
Dalam kasus PAPSIGRO, anggotanya 
tidak hanya terdiri dari para pengusaha 
sanitasi, namun juga para pemasar, yang 
memainkan peranan pelengkap: ‘Seorang 
pengusaha adalah seseorang yang berani 
melakukan sesuatu dan mengambil 
resiko… Seorang pemasar hanya menjual 
untuk dapat komisi’. 

Contoh lain komitmen untuk tujuan 
sosial diberikan oleh pemimpin asosiasi 
APPSANI, yang mengatakan bahwa 
komitmennya untuk mengembangkan 
bisnis sanitasi milikya adalah sebagian 
sebagai contoh atau model bagi bisnis 
lain untuk dikembangkan dan direplikasi. 

Secara keseluruhan, terdapat variasi 
dimana motivator yang disebutkan di 
atas bisa jadi lebih kuat atau lebih lemah 
bagi setiap individu dan sejauh mana 
motif akan saling menguatkan atau saling 
menjatuhkan atau saling berlawanan satu 
sama lain. Misalnya, jika ada ketegangan 
antara anggota kelompok yang 
muncul dari asosiasi para pengusaha 
dan kompetisi antarpara pengusaha 
dalam memperoleh pelanggan untuk 
meningkatkan manfaat materi mereka 
yang dapat mempengaruhi solidaritas. 
Motivasi mempunyaitujuan yang sama 
dalam melayani kaum miskin mungkin 

4. �Faktor yang membentuk keterlibatan  
badan usaha: pengusaha sanitasi

…kami tidak 
hanya berbisnis, 

namun juga 
tujuan sosial.
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akan bergesekan dengan motivasi 
yang ditunjukan untuk memperoleh 
keuntungan. Bisa dikatakan dikatakan 
bahwa hal ini merupakan kombinasi yang 
cukup unik antarakeberadaan motivator 
internal dan kondisi eksternal untuk 
menciptakan lingkungan yang kondusif 
bagi pertumbuhan badan usaha sanitasi, 
dan hal ini mungkin dapat menjelaskan 
adanya pertumbuhan yang relatif rendah 
dan perkembangan dalam badan usaha 
seperti ini karena tidak adanya sumber 
daya dan dorongan eksternal.

B) AKSES PADA KESEMPATAN  
UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS
Kebutuhan akan semangat 
kewirausahaan dan keterampilan 
manajemen keuangan 
Ada beberapa pengusaha yang 
menunjukkan ‘semangat kewirausahaan’ 
sejati. Misalnya, salah satu pengusaha 
menuliskan: ‘Saya memberanikan diri 
mengambil resiko. Namun, saya tidak 
punya uang untuk ambil resiko. Saya 
mengkalkulasi dan kemudian meminjam 
material dari toko konstruksi lalu 
membuat produk, dan dalam proses 
tersebut saya mengambil resiko’. 
Pengusaha lain juga menjelaskan 
bagaimana jika bisnis mereka berjalan 
lambat, mereka akan menghubungi 
staf pemerintahan dan menawarkan 
menyediakan makanan ringan kepada 
staf pemerintahan agar dapat membuat 
pertemuan dan memberikan presentasi 
tentang layanan sanitasi yang tersedia: 
‘Saya katakan ada makanan kecil. Saya 
harus ambil resiko. Bukan soal uang 
yang keluar, namun investasi. Presentasi 
saya menghasilkan 13 atau 14 pesanan. 
Terkadang pengusaha lain belum berani 
melakukan hal ini.’ Contoh lain ada 
pengusaha yang salah menyediakan 
layanan terhadap toilet yang lebih 
berkualitas (dan lebih mahal), namun 
tidak meminta biaya tambahan (sehingga 
bisa merugi). Kemudian dia memperoleh 
pesanan tambahan dari orang lain, 
sehingga akhirnya, memperoleh 
keuntungan. Seperti yang dikatakan 
salah satu pengusaha, bahwa menjadai 
wirausawan memerlukan: ‘semangat 
keberanian dan kesabaran – seberapa 
mampu Anda menghadapi kerugian’. 

Idealnya, pengusaha memerlukan 
kombinasi motivasi diri, pengalaman 

bisnis dan pengetahuan industri, 
kemampuan organisasi dan manajemen, 
keterampilan pemasaran, hubungan 
dengan pelanggan, visi dan kerelaan 
mengambil resiko seperti yang 
dijelaskan sebelumnya. Peneltian ini juga 
menjelaskan kebutuhan saat ini akan 
keterampilan yang lebih baik di banyak 
bidang tersebut: ‘warga negara ini […] 
masih perlu belajar banyak tentang 
kewirausahaan dan membutuhkan 
dukungan dan pelatihan pendampingan’. 

Jelas bahwa jika model kewirausahaan 
sanitasi untuk membentuk dasar bagi 
perluasan layanan sanitasi (dan bahwa 
sebagian besar pengusaha sanitasi hanya 
fokus melakukan bisnisdalam paruh waktu) 
maka diperlukan pengusaha-pengusaha 
baru dalam bidang usaha sanitasi. 
Misalnya di Jawa Timur saat ini jumlah 
total pengusaha hanyalah sebagian kecil 
dari yang diperlukan untuk menjangkau 
provinsi. Mitra dalam pembangunan yang 
menunggu untuk membangun kapasitas 
dalam bisnis sanitasi penyedia sampingan 
menghadapi tantangan dalam merekrut 
peserta yang cocok. Plan Indonesia 
mencatat bahwa meskipun ada minat yang 
besar di awal dari beberapa individu untuk 
memperoleh pelatihan, hanya ada sebagian 
kecil yang memiliki minat sesungguhnya, 
dan bakat untuk mendirikan bisnis 
serta mengambil resiko sebagaimana 
seharusnya seorang pengusaha. 
Pengalaman serupa juga dilaporkan di 
Jawa Timur, tentang perlunya menyaring 
peserta yang berpotensi memiliki 
semangat dan keterampilan berwirausaha 
sebelum mengikuti pelatihan. 

Jelas ada kebutuhan untuk membangun 
kapasitas di bagian manajemen 
keuangan. Hal ini bukanlah hal yang 
baru di sektor sanitasi, ini adalah hal 
yang umum di sektor swasta berskala 
kecil lainnya. Badan pemerintahan yang 
secara langsung berurusan dengan 
bisnis kecil menyebutkan kurangnya 
keterampilan manajemen keuangan 
sebagai faktor utama yang mempengaruhi 
kewirausahaan: ‘Terkadang mereka 
menggunakan uangnya untuk keperluan 
pribadi mereka [daripada untuk investasi 
dalam bisnis] dan tidak ada cash flow.’ 
Mekanisme harga dan pilihan pembayaran 
yang ditawarkan pada pelanggan perlu 
dipastikan menutup biaya ganti rugi. 
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warga negara 
ini […] masih 
perlu belajar 

banyak tentang 
kewirausahaan 

dan 
membutuhkan 

dukungan 
dan pelatihan 

pendampingan.

Terkadang 
mereka 

menggunakan 
uangnya untuk 

keperluan 
pribadi mereka 
dan tidak ada 

cash flow. 

Saya harus 
ambil resiko. 
Bukan soal 
uang yang 

keluar, namun 
investasi.
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Meskipun rencana pembayaran angsuran 
merupakan hal efektif dalam menarik 
pembelian, jika tidak diatur dengan baik 
dapat mempengaruhi modal kerja dan 
keberlanjutan jangka panjang. Mengawasi 
profitabilitas bisnis dengan mencatat 
transaksi keuangan juga penting 
untuk menilai keberlangsungan bisnis 
dan mengidentifikasi strategi untuk 
meningkatkan bisnis. Misalnya kajian 
tentang tantangan dalam pertumbuhan 
para pengusaha APPSANI (Ikeda 2012) 
mengidentifikasi bahwa manajemen 
pembayaran angsuran sebagai hal utama 
yang mempengaruhi cash flow dan 
profitabilitas bisnis, dan sebagian besar 
anggota APPSANI yang disurvei setuju 
bahwa mengumpulkan pembayaran 
angsuran itu sulit dan memakan waktu. 
Kajian yang dilakukan Ikeda juga 
menemukan bahwa hanya 35% anggota 
APPSANI yang menyimpan transaksi 
keuangan, dan sebagian besar hanya 
menyimpan transaksi pemasukan utama, 
dimana tidak cukup untuk memonitor 
cash flow. Diantara pengusaha yang 
diwawancarai di Grobogan, nampak jelas 
bahwa pilihan pembayaran yang fleksibel 
didukung dan juga bahwa harga standar 
saat ini untuk paket toilet mereka, yang 
ditetapkan oleh asosiasi pengusaha, tidak 
termasuk biaya tambahan transportasi ke 
lokasi yang jauh.

Namun kesempatan pengembangan 
kapasitas bagi para pengusaha sanitasi 
terbatas
Secara keseluruhan, kesempatan 
pelatihan teknis dan pelatihan bisnis bagi 
pengusaha sanitasi terbatas dan tidak 
ada pelatihan yang standar bagi mereka. 
Di Jawa Timur dan Grobogan, pelatihan 
bagi para pengusaha diberikan oleh mitra 
pembangunan internasional (WSP dan Plan 
secara berturut-turut), yang berakhir pada 
pembentukan asosiasi dagang sanitasi 
yang bertujuan untuk menyediakan 
layanan pendukung, termasuk pelatihan, 
bagi penyedia jasa sanitasi. 

Saat ini, diantara departemen 
pemerintahan, Departemen Kesehatan 
mempunyai alokasi anggaran utama 
untuk aktivitas yang terkait dengan 
sanitasi, sehingga asosiasi para 
pengusaha mengandalkan anggaran 
tersebut untuk memberikan pelatihan, 
dan dana dari anggaran tersebut tidak 

selalu tersedia sangat tergantung 
dengan lokasi kerja. Sebagian besar 
kabupaten memiliki institusi pendidikan 
kejuruan dengan bidang studi bisnis dan 
manajemen, namun institusi tersebut 
berbayar (yang mungkin membuat para 
pengusaha tidak mau mengikutinya) dan 
biasanya lebih fokus pada perdagangan 
daripada sanitasi. 

Dinas usaha kecil dan menengah  dan 
Koperasi (Dinas KUKM) Kabupaten 
bersama Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Pertambangan dan Energi 
(Disperindagtamben)  Kabupaten 
Grobogan, sebagai bagian dari peran 
mereka dalam mengasuh sektor swasta, 
menyediakan dukungan peningkatan 
kapasitas bagi bisnis kecil, didukung 
oleh kombinasi dana dari pemerintah 
daerah dan pusat. Misalnya, Dinas KUKM 
mempunyai peran dalam memberikan 
bimbingan untuk proses registrasi bisnis 
mereka. Juga membantu penjualan 
(melalui ekspo), pelatihan (peleburan 
kaca, pengemasan, batik, penjualan) 
dan pembelajaran lintas bidang, serta 
membantu bisnis kecil mengakses 
peralatan pendukung di provinsi. Dinas 
Perdagangan sendiri mempunyai peran 
dalam mendukung bisnis baru tertentu 
dengan pelatihan, alat-alat, pembelajaran 
lintas bidang, monitoring dan supervisi 
untuk memastikan kepuasan pelanggan. 
Proses yang menentukan jenis bisnis, dan 
bisnis apa dalam setiap dukungan yang 
diterima, nampaknya tidak memungkinkan 
bidang baru seperti sanitasi untuk 
dimasukkan di dalamnya dengan mudah.

Interaksi lembaga-lembaga pemerintahan 
ini dengan pengusaha air dan sanitasi 
sangat terbatas. Secara historis, layanan 
air dan sanitasi bukanlah bagian dari 
fokus lembaga-lembaga tersebut, dan 
mereka cenderung fokus pada prioritas 
lain yang memiliki koneksi yang lebih 
terlihat pada keluaran sosial-ekonomi, 
misalnya makanan, konstruksi, serta 
bisnis seni dan kerajinan. Seperti yang 
dikatakan oleh salah satu anggota staf 
pemerintahan di bidang kesehatan: 
�Setiap kementrian memiliki prioritas 
sendiri… Dinas KUKM lebih fokus pada 
pembangunan sosial-ekonomi… Anda 
harus mengikuti sistem anggaran 
nasional. Yang berdasarkan pada 
pelaksanaan. Jika Anda membaca sistem 

4. �Faktor yang membentuk keterlibatan  
badan usaha: pengusaha sanitasi

Setiap 
kementrian 

memiliki 
prioritas 

sendiri… Dinas 
KUKM lebih 
fokus pada 

pembangunan 
sosial-ekonomi…



14 – Badan usaha dalam program AMPL Makalah Kerja 2A

anggaran mereka, tidak ada prioritas 
bagi air dan sanitasi… Butuh waktu bagi 
pemerintah untuk menyadarinya.

Namun, dilaporkan bahwa, Dinas 
Perdagangan dan Industri telah 
membantu dengan beberapa aspek 
desain produk sanitasi yang baru: ‘Kami 
membantu mereka… membangun pipa 
beton dengan cetakan. Kami bertindak 
sebagai perantara agar mereka melakukan 
uji kekuatan beton, di tingkat provinsi’. 
Penelitian ini juga mengungkapkan 
bahwa akuntabilitas disekitar mekanisme 
alokasi anggaran yang digunakan oleh 
lembaga-lembaga tersebut mungkin 
menguntungkan bisnis yang memiliki 
hubungan erat dengan lembaga tersebut, 
sehingga dapat menjadi halangan bagi 
mereka untuk membuka hubungan 
di bidang baru, seperti santiasi, yang 
mungkin tidak memberikan keuntungan 
finansial yang tinggi. Temuan juga 
menyatakan bahwa lembaga-lembaga 
tersebut umumnya menyediakan 
dukungan bagi bisnis yang secara legal 
diakui sebagai organisasi bisnis, dan 
dalam banyak kasus, pengusaha sanitasi 
tidak dikenal secara hukum.

C) AKSES FINANSIAL
Pengusaha sanitasi menghadapi 
tantangan dalam akses finansial 
Temuanpenelitian mengindikasikan bahwa 
salah satu tantangan yang dihadapi 
para pengusaha sanitasi adalah akses 
finansial. Di Indonesia, hal ini merupakan 
hal yang umum terjadi bagi usaha kecil 
dan menengah (lihat Kotak 3). Misalnya, 
87% dari 40 juta pengusaha kecil dan 
menengah di Indonesia tidak memiliki 
akses layanan perbankan (IndII 2011). Dan 
menurut Ikeda (2012), biaya pembayaran 
bunga bank termasuk tinggi. 

Di Grobogan dan Jawa Timur, meskipun 
ada bank daerah yang memberikan 
pinjaman bagi bisnis, sebagian besar 
anggota PAPSIGRO dan APPSANI tidak 
meminjam dari bank dan cenderung 
mengandalkan jaringan masyarakat lokal, 
dan pinjaman informal yang bentuknya 
lokal. Ada tiga alasan yang mungkin, 
seperti yang dijelaskan berikut ini: 

Pembentukan usaha berbadan 
hukum terkadang diperlukan untuk 
mendapatkan pinjaman formal
Bisnis sanitasi terkadang beroperasi 

secara informal dan tidak terdaftar secara 
hukum sebagai organisasi bisnis, dan 
ini merupakan hal umum dalam konteks 
Indonesia: ‘terkadang bisnis dimulai 
sebelum disahkan secara hukum’. Hal 
ini disebutkan sebagai salah satu isu 
yang menghabat akses pinjaman dalam 
bisnis sanitasi, karena bank, khususnya 
bank nasional, cenderung tidak mau 
meminjamkan uang pada bisnis yang 
tidak terdaftar secara hukum. Stakeholder 
pemerintah juga menyebutkan perlunya 
terdaftar dan dengan demikian nantinya 
akan memperoleh bantuan: ‘secara 
pribadi, saya memiliki harapan mereka 
mendaftar secara pribadi untuk kemudian 
memperoleh bantuan atau modal untuk 
membantu bisnis mereka’. Bank daerah 
disebutkan lebih fleksibel dalam kriteria 
peminjaman, beberapa menyediakan 
pinjaman bagi bisnis yang tidak terdaftar 
secara hukum, berdasarkan bukti cash 
flow yang dimiliki. Namun demikian, 
manajemen cash flow dan pencatatan 
buku memerlukan keterampilan 
manajemen keuangan tingkat tertentu, 
peningkatan kapasitas yang sangat 

Kotak 3: Akses pinjaman
Tidak mudah mengakses bank atau 
memperoleh layanan pinjaman dari bank 
di daerah. Individu ataupun organisasi 
tidak hanya memerlukan status legal 
, namun mereka juga perlu memenuhi 
kelayakan dan persyaratan administratif, 
termasuk karakter, sejarah kredit, 
sejarah laporan keuangan dan proyeksi 
kegiatan, serta mereka memerlukan 
jaminan untuk melindungi pinjaman. 
Dalam kebanyakan kasus, pengusaha 
mikro dan kecil akan kesulitan untuk 
memperoleh pinjaman bank nasional 
atau bank daerah. Sebaliknya, relatif 
mudah bagi individu atau organisasi 
untuk mengakses kredit dari institusi 
keuangan mikro (MFI). Persyaratannya 
lebih sederhana, biasanya dengan 
adanya jaminan untuk mengamankan 
pinjaman. Namun, secara umum, jumlah 
pinjaman yang diberikan lebih kecil dan 
suku bunga yang dibayarkan oleh MFI 
lebih tinggi daripada suku bunga dari 
bank nasional atau bank daerah. .
Sumber: Akbar Susmato 2013, komunikasi  
pribadi, 26 Oktober, Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, Indonesia 
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diperlukan oleh para pengusaha, seperti 
sudah disebutkan sebelumnya.

Asosiasi pengusaha sanitasi bisa jadi 
memiliki posisi yang lebih baik dalam 
menyediakan bukti tersebut dan 
membantu para pengusaha mengatasi 
hal ini dengan memberikan garansi 
pinjaman. Di Jawa Timur, APPSANI 
menyediakan bantuan seperti ini pada 
beberapa anggotanya: ‘[mereka] tidak 
perlu disahkan secara hukum, mereka 
hanya perlu menjadi anggota APPSANI. 
APPSANI memberikan joint signature 
(tanda tangan antara asosiasi dan bank) 
dan rekomendasi.’ 

Pinjaman informal mungkin bisa menjadi 
solusi yang baik dalam beberapa situasi. 
Misalnya toko material dapat mendukung 
pengusaha ketika hubungan saling 
percaya telah dibangun. Hal tersebut 
merupakan contoh dari salah satu 
pengusaha sanitasi. Namun, temuan 
menyarankan bahwa pinjaman semacam 
itu melibatkan periode pembayaran 
kembali yang terlalu singkat (misalnya 
dua minggu) untuk memenuhi kebutuhan 
pengusaha. Literatur yang lebih luas 
dalam praktek pinjaman informal 
(Bank Dunia 1989) juga menunjukkan 
kemungkinan tagihan dengan bunga 
yang tinggi atau praktek intimidasi jika 
menggunakan sumber pinjaman informal.

Institusi peminjaman tidak mengenal 
atau tidak tertarik pada bisnis sanitasi
Salah satu asalan mengapa akses 
finansial sering kali sulit adalah bank 
dan institusi keuangan mikro (MFI) 
kurang mengenal sanitasi sebagai bentuk 
bisnis sehingga mereka tidak berminat 
memberikan pinjaman: ‘Sulit. Institusi 
tersebut (institusi keuangan mikro) tidak 
mempercayai bisnis seperti ini.’ Berbagai 
stakeholder dari CSO sudah mencoba 
memobilisasi sektor finansial untuk 
menyediakan pinjaman agar mendukung 
bisnis sanitasi namun mereka menemukan 
persepsi bahwa sanitasi tidak menarik. 
Misalnya ‘pebisnis, MFI, tidak tertarik 
dengan sanitasi… sanitasi tidak seksi 
bagi para pebisnis keuangan mikro 
yang sebenarnya’ dan ‘tidak [ada yang] 
tertarik, [bisnis itu] tidak seksi, [para 
pengusaha] tidak memiliki jaminan. Itulah 
kesulitan kami.’ Mungkin jenis bisnis 
tersebut adalah bisnis kecil sehingga hal 

tersebut juga berperan dalam kurangnya 
minat atas bisnis sanitasi: ‘Mungkin 
uangnya terlalu kecil bagi mereka? Biaya 
administrasi yang terkait atau hanya tidak 
tertarik saja… ada banyak cara lain untuk 
menghasilkan uang’. 

Para pengusaha tidak terlalu  
suka meminjam uang 
Alasan lain rendahnya tingkat 
peminjaman dari institusi finansial formal 
mungkin dikarenakan para pengusaha 
kurang percaya diri akan kemampuan 
mereka dalam mengembalikan pinjaman 
sehingga memilih kondisi pengembalian 
pinjaman yang lebih fleksibel seperti 
yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman 
informal. Namun, meskipun dalam 
beberapa kasus dimana persepsi resiko 
memang ada, temuan menyatakan 
bahwa ada beberapa kasus lain mungkin 
dikarenakan karakter pengusaha yang 
enggan mengambil resiko atau kurang 
mengenal pinjaman bank dan kurang 
berpengalaman dalam proses aplikasi 
pinjaman bank. Menurut Ikeda (2012), 
sebagian besar pengusaha APPSANI 
memiliki jaminan yang cukup untuk 
memperoleh pinjaman dari bank namun 
menghindari meminjam bank. Stakeholder 
juga mengamati pengaruh kurangnya 
kepercayaan diri: ‘Ketika saya menanyai 
mereka [para pengusaha] mengapa 
tidak mengambil pinjaman dari bank, 
mereka menjawab belum percaya diri, 
atau, mereka mengatakan, belum terlalu 
membutuhkan… Saya memperoleh uang 
sendiri [melalui pinjaman informal].’

D) PILIHAN pendanaan  
BAGI PELANGGAN
Akses keuangan bagi pelanggan potensial 
mempengaruhi permintaan untuk produk 
atau layanan tertentu, khususnya dalam 
kasus sanitasi bagi orang miskin yang 
‘kesulitan untuk bisa memiliki uang tunai’. 
Menawarkan kredit pada pelanggan bisa 
menjadi strategi yang efektif untuk menarik 
pembeli namun juga meningkatkan risiko 
dalam manajemen cash flow bagi penyedia 
layanan. Tersedianya pilihan pendanaan 
alternatif, misalnya pinjaman bank dan 
bentuk tradisional keuangan mikro 
informal, menurunkan kebutuhan bisnis 
untuk menawarkan pembayaran secara 
mengangsur, dan menekan risiko tidak 
cukupnya cash flow. Dalam dua bagian 
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berikutnya akan dijelaskan bagaimana 
mekanisme peminjaman tradisional  
dan inovasi dalam bentuk kemitraan 
dengan bank mempengaruhi bagaimana 
para pengusaha dapat membesarkan  
bisnis mereka. 

Mekanisme peminjaman tradisional 
dapat menawarkan bantuan bagi 
pelanggan
Di Grobogan dan Jawa Timur, sebagai 
strategi untuk meningkatkan jangkauan 
sanitasi, otoritas pemerintah daerah 
telah mendorong penggunaan gotong 
royong, bentuk tradisional untuk berbagi 
dimana kelompok anggota masyarakat 
berkontribusi secara finansial untuk 
membeli toilet bagi anggota masyarakat 
yang tidak mampu. Dilaporkan bahwa saat 
kepala desa ditekan secara eksternal oleh 
pemerintah kecamatan atau kabupaten 
untuk mengangani permasalahan buang 
air besar di tempat terbuka, mereka akan 
menggunakan pendekatan gotong royong. 

Mekanisme tradisional yang lain dari 
peminjaman informal adalah arisan yang 
banyak digunakan di Jawa, dimana 
kelompok beranggotakan 20 hingga 
40 orang setuju untuk bertemu secara 
teratur dalam periode waktu tertentu dan 
memberikan kontribusi sejumlah uang 
dalam setiap pertemuan, dan salah satu 
anggota akan menerima total uang yang 
terkumpul tersebut secara bergantian. 
Proses akan berlangsung sampai seluruh 
anggota memperoleh uang yang terkumpul 
tadi minimal satu kali (Ikeda 2012).

Di Jawa Timur, proses ini telah digunakan 
oleh anggota masyarakat untuk membeli 

toilet dan beberapa pengusaha sanitasi 
membantu memfasilitasi proses 
pembelian bagi kelompok pelanggan 
(Ikeda 2012). Namun, proses ini umumnya 
digunakan oleh rumah tangga yang lebih 
makmur daripada individu yang miskin, 
dan Ikeda (2012) melaporkan bahwa 
seringkali rumah tangga memprioritaskan 
investasi untuk hal-hal selain sanitasi saat 
menggunakan uang arisan. Maka, untuk 
memastikan rumah tangga yang miskin 
terjangkau, sepertinya diperlukan pilihan 
pendanaan lain.

Kemitraan inovatif antara asosiasi para 
pengusaha dengan bank
Pilihan pendanaan dari bank bagi 
pelanggan juga nampaknya terbatas 
namun ada peran potensial bagi asosiasi 
para pengusaha untuk mengatasi hal ini. 

Di Jawa Timur, APPSANI belum lama 
ini berkolaborasi dengan bank nasional 
untuk memberikan pinjaman bagi 
pelanggan dari anggotanya. Ketika rumah 
tangga memesan toilet dari anggota 
APPSANI, APPSANI memberitahukan 
pada bank bahwa ada pesanan dan 
kemudian bank akan memberikan 
pinjaman bagi pelanggan untuk 
membayar toilet tersebut. Pelanggan 
kemudian mengembalikan pinjaman pada 
bank berdasar dari perjanjian yang sudah 
disepakati (Gambar 6).
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E) �KOMPETISI DAN INOVASI
Sebaiknya asosiasi memimpin inovasi 
atau menguatkan kompetisi?
Kompetisi penting untuk menstimulasi 
inovasi bisnis. Bisnis dapat memberi 
keuntungan kompetitif dengan membuat 
inovasi dalam desain produk mereka 
atau dalam produk dan paket harga 
layanan dan pilihan pembayaran yang 
mereka tawarkan bagi para pelanggan. 
Seorang stakeholder mengkonfirmasi 
bahwa ‘diperlukan [sebuah kompetisi], 
untuk menstimulasi pengembangan dan 
membuat harganya stabil’. 

Temuan menyatakan bahwa di 
Jawa Timur dan Grobogan, asosiasi 
pengusaha sanitasilah, bukan bisnis 
individu, yang bertanggung jawab akan 
inovasi, misalnya dalam desain produk 
dan paket layanan produk. Memang, 
penelitian yang dilakukan oleh Ikeda 
(2012) mengindikasikan bahwa di Jawa 
Timur, pengusaha sanitasi cenderung 
mengandalkan asosiasi pengusaha untuk 
melakukan inovasi. Dengan demikian, 
asosiasi juga memainkan peran dalam 
‘mengontrol’ inovasi. Situasi seperti ini 
memiliki keuntungan dan kelemahan. 
Keuntungannya adalah kemungkinan 
untuk mengembangkan produk yang 
bisa saja memiliki kualitas sertifikasi, 
dan yang bisa menciptakan ‘merk’ dan 
mendukung masuknya pengusaha-
pengusaha baru dalam bisnis sanitasi 
dengan mudah, karena mungkin akan 
mengadopsi model yang sudah ada. Hal 
ini penting karena beberapa stakeholder 
mencatat adanya keterbatasan 
kemampuan para pengusaha yang ada 
saat ini untuk berinovasi sendiri. Sebagai 
tambahan, asosiasi memiliki kumpulan 
masalah kritis yang lebih besar, dan 
lebih mampu menanamkan investasi 
dalam pengembangan produk, seperti 
dalam contoh APPSANI, yang memiliki 
satu unit khusus untuk penelitian dan 
pengembangan produk.

Sebaliknya, jika asosiasi menjalankan 
peran tersebut, bisa juga membuat 
bisnis individu enggan bereksperimen 
dan berinovasi sendiri, baik dalam hal 
teknologi ataupun paket layanan produk. 
Hal ini mengakibatkan terciptanya 
lingkaran ketergantungan para pengusaha 
pada asosiasi dagang, dan membatasi 
kesempatan untuk inovasi dari bawah ke 

atas yang distimulasi dengan kompetisi. 
Salah satu alternatif untuk model terbaru 
akan mengharuskan asosiasi para 
pengusaha menguatkan dan mendukung 
inovasi dari bawah ke atas dengan 
mengajarkan anggotanya untuk membuat 
layanan produk dan paket harga yang 
berbeda-beda atau teknologi baru. Hal 
ini penting khususnya terkait dengan 
pengembangan produk dan pilihan layanan 
yang dibuat untuk rumah tangga miskin. 

Observasi ini merefleksikan ketegangan 
politik ekonomi yang khas antara koperasi 
dan dinamika kompetitif, serta kontradiksi 
yang muncul antara insentif yang berbeda. 
Insentif tersebut juga berpotensi berubah 
seiring berjalannya waktu. Misalnya 
akan ada titik dimana keuntungan 
yang ditawarkan struktur dan orientasi 
asosiasi saat ini tidak lagi cukup untuk 
mengutamakan biaya pengusaha individual. 

F) DUKUNGAN POLITIK  
DAN PRIORITAS
Mendapatkan komitmen dari 
pemerintah daerah untuk sanitasi 
merupakan hal penting bagi para 
pengusaha
Dengan sistem pemerintahan yang 
desentralisasi, otoritas diserahkan pada 
eksekutif kabupaten. Kepala kabupaten 
(Bupati) dan pemerintah daerah menerima 
alokasi anggaran langsung dari pemerintah 
pusat, melewati otoritas provinsi, dan 
mereka juga dapat meningkatkan 
pendapatan daerah. Terlepas dari 
kebijakan yang dibuat oleh lembaga-
lembaga yang setara, Bupati dan DPRD 
memiliki kuasa untuk memutuskan 
kebijakan mana yang akan difokuskan. 
Untuk memperoleh sumber daya bagi 
aktivitas mereka, dinas-dinas di kabupaten 
harus meyakinkan Bupati dan DRD bahwa 
proyek yang mereka dukung layak didanai. 

Komitmen dari pemerintah lokal dalam 
menyampaikan isu air dan sanitasi 
dalam masyarakat merupakan hal yang 
sangat penting bagi perkembangan 
bisnis sanitasi, baik dalam arti dukungan 
untuk munculnya permintaan, dan 
menghubungkan permintaan tersebut 
pada bisnis sanitasi baru. Misalnya 
dalam catatan menunjukkan bahwa 
‘ketika pemerintah kabupaten tidak 
memperhatikan sanitasi maka Anda 
tidak akan memiliki pengusaha sanitasi’ 
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dan bahwa ‘[semua] lebih mudah ketika 
pemerintah kabupaten mau fokus pada 
sanitasi – mereka mempunyai pengaruh, 
kekuasaan dan data’. Hal ini secara 
khusus menantang karena umumnya 
sanitasi dianggap bukan sebagai prioritas 
tinggi oleh pemerintah baik tingkat 
nasional maupun sub-nasional: ‘Sangat 
sedikit petugas pemerintahan menjadikan 
sanitasi sebagai prioritas.’ 

Pentingnya mendapatkan dukungan 
pemerintah lokal untuk sanitasi pada 
awalnya juga disadari oleh Plan Indonesia 
saat mengimplementasikan program 
sanitasi di Grobogan. Pendekatan yang 
dilakukan Plan akhirnya menghasilkan 
5-7% anggaran daerah dialokasikan untuk 
kegiatan air dan sanitasi pada tahun 
2013-2014. Plan bekerja pada skala luas 
dan melaluinya mampu memperoleh 
dukungan karena tingginya keberhasilan 
program dalam meningkatkan akses 
sanitasi: ‘Normalnya pemerintah 
terbuka pada ide bagus apapun untuk 
masyarakat, namun apakah mereka akan 
benar-benar mendukung? Tergantung, 
jika pemerintah melihat hal itu berhasil’. 

Terbatasnya dukungan pemerintah 
daerah bagi para pengusaha dan 
pengembangan sektor swasta
Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) 
pada tingkat kecamatan mempekerjakan 
tenaga penyuluhan kesehatan lingkungan 
(sanitarian) yang memainkan peran 
penting dalam menciptakan permintaan 
produk sanitasi melalui pemicuan 
CLTS.2 Namun, meskipun perhatian 
pemerintah pada sanitasi meningkat 
di tingkat nasional selama lebih dari 
dua hingga tiga tahun terakhir, temuan 
mengindikasikan persepsi dominan 
dalam pemerintah nasional dan daerah 

adalah peran mereka dalam sanitasi 
adalah untuk menciptakan permintaan. 
Pemerintah daerah tidak memahami 
perlunya menciptakan lingkungan yang 
mendukung kemungkinan sisi penyediaan 
untuk memenuhi permintaan yang 
diciptakan. Lingkungan tersebut penting 
untuk mempertahankan status bebas 
buang air di tempat terbuka (ODF): 
‘Pemerintah berada pada tahap eforia 
karena telah mencapai status ODF namun 
fokus untuk mempertahankannya’. Para 
stakeholder juga melaporkan bahwa 
tanggapan pemerintah bisa saja hal 
tersebut bukanlah urusan mereka: ‘Jika 
[Anda] mengatakan ini sektor swasta, 
maka tanggapan mereka adalah hal 
tersebut bukan bagian mereka, [dan 
bahwa] “mereka” [badan usaha] harus 
bertahan”’ dan bahwa mereka tidak 
memiliki keterampilan untuk menolong: 
‘Jika Anda minta tolong, mereka akan 
menjawab tidak tahu harus bagaimana’. 

Akibatnya, saat ini sulit untuk mengajak 
dinas kesehatan kabupaten dalam diskusi 
mengenai dukungan yang diperlukan 
bagi sisi penyedia jasa dan sulit untuk 
mendapatkan komitmen mereka 
dalam komponen program setelah fase 
penciptaan permintaan: ‘Terlalu banyak 
bagi mereka jika harus membicarakan 
tentang hal itu [sektor swasta] saat ini.’ 
Seperti sudah disebutkan sebelumnya, 
sampai saat ini tidak ada bukti akan 
keberhasilan kontribusi atau kemitraan 
dengan lembaga-lembaga pemerintah 
daerah lainnya (Dinas KUKM atau Dinas 
Perdagang dan Industri) yang bertanggung 
jawab atas perkembangan sektor swasta 
untuk mendukung bisnis sanitasi.

4. �Faktor yang membentuk keterlibatan  
badan usaha: pengusaha sanitasi

Catatan
2. Ada juga banyak 
contoh dana CSR yang 
dialokasikan untuk 
membantu kegiatan 
sanitasi.

Pemerintah 
berada pada 
tahap eforia 
karena telah 

mencapai status 
ODF namun 
fokus untuk 

mempertahan-
kannya’.



Badan usaha dalam program AMPL Makalah Kerja 2A – 19

5. �Faktor yang berperan dalam keterlibatan 
badan usaha: badan usaha sosial kolektif

Bagian ini dilakukan dengan menganalisa 
ekonomi politik untuk melihat badan 
usaha sosial kolektif termasuk asosiasi 
pengusaha sanitasi, CBO profesional dan 
asosiasi CBO. Kami menyelidiki insentif 
yang muncul sebagai akibat struktur 
institusional, pembagian kekuasaan dan 
institusi formal dan informal dalam sektor 
ini, serta kami meneliti bagaimana hal 
tersebut mempengaruhi perilaku badan 
usaha. 

Terdapat empat badan usaha sosial 
kolektif yang dimasukkan dalam 
penelitian ini:

• �Asosiasi pengusaha sanitasi 
(APPSANI dan PAPSIGRO)

• �Asosiasi organisasi berbasis 
masyarakat (CBO) yag mengatur 
fasilitas sanitasi umum 

• �Asosiasi CBO yang mengatur 
persediaan air daerah (di tingkat 
kabupaten, provinsi dan nasional)

• �CBO yang mengatur persediaan air 
daerah (HIPPAMS, atau BP-SPAM).

Badan kolektif tersebut dilihat sebagai 
contoh ‘badan usaha sosial’ karena 
mereka harus mengembangkan 
pengaturan pendanaan yang 
berkelanjutan untuk bertahan dan 
melanjutkan layanan yang sudah mereka 
lakukan, dan pada saat bersamaan 
mereka juga diarahkan dan berkontribusi 
untuk tujuan sosial bersama. 

Sebagian besar dimulai dengan dukungan 
dari mitra pembangunan internasional 
dan tantangannya adalah membangun 
kemandirian dan keberlangsungan. 

Di bagian ini, temuan disajikan melalui 
elemen utama yang serupa dengan 
yang sudah dijelaskan dalam bagian 
sebelumnya terkait dengan pengusaha 
sanitasi. Elemen utama tersebut adalah: 
a) �Permintaan dan Profitabilitas
b) �Keterampilan manajemen bisnis dan 

akses pelatihan
c) �Akses keuangan dan status hukum
d) �Dukungan politik dan pengaturan

a) �PERMINTAAN DAN PROFITABILITAS
Kebutuhan yang signifikan akan layanan 
yang disediakan oleh badan usaha sosial 
yang muncul
Setiap jenis badan usaha sosial kolektif 
yang disebutkan di atas dibentuk di luar 
kebutuhan yang muncul dan kesenjangan 

dalam institusi yang ada dan fungsi untuk 
mendukung penyampaian layanan. 

Asosiasi pengusaha sanitasi di Jawa 
Timur dan Grobogan, dibentuk karena 
adanya kebutuhan untuk menyediakan 
layanan dan fungsi pendukung bagi 
pengusaha sanitasi dan memfasilitasi 
akses sanitasi yang meningkat. Misalnya, 
pembentukan PAPSIGRO di Grobogan, 
yang dilakukan setelah Plan memberikan 
pelatihan keterampilan teknis dan bisnis 
bagi anggota masyarakat yang tertarik, 
sebagian didorong oleh kebutuhan 
untuk menghubungkan para peserta 
pelatihan dengan berbagai keterampilan 
lain yang diperlukan untuk menjalankan 
bisnis sanitasi. Tidak semua peserta 
pelatihan berhasil menerapkan seluruh 
keterampilan yang diperlukan, namun 
masing-masing memiliki keterampilan 
yang berbeda-beda yang dapat 
dilengkapi: ‘Beberapa mengkonstruksi 
toilet, namun tidak dapat menjualnya. 
Lainnya dapat membuat pipa tetapi tidak 
dapat menjualnya. Beberapa lainnya 
memiliki keterampilan menjual yang 
bagus. Jika berjalan sendiri-sendiri ya 
tidak dapat berhasil – sehingga kami 
mendirikan PAPSIGRO.’ 

Menyediakan akses kepada material 
murah, pelatihan dan alat manajemen 
bisnis (misalnya contoh nota, sistem 
penagihan administratif), dan advokasi 
merupakan layanan pendukung penting 
yang juga disediakan oleh asosiasi bagi 
para pengusaha. Di Jawa Timur, APPSANI 
juga memainkan peran penting dalam 
membangun relasi dengan bank daerah 
untuk memberikan pinjaman bagi para 
pelanggan anggotanya. 

Seperti asosiasi pengusaha sanitasi, 
pembentukan asosiasi CBO yang 
mengatur persediaan air daerah, seperti 
di tingkat Kabupaten di Lamongan, 
muncul dari adanya kebutuhan untuk 
menyediakan layanan dan fungsi 
pendukung atas permintaan bagi CBO 
setelah CBO didirikan melalui proyek 
yang didanai oleh para donor untuk 
memastikan keberlanjutan CBO dalam 
jangka waktu lama: 
‘Mengapa kami memerlukan asosiasi? Kami 
lihat di desa-desa sumber daya manusia 
tidaklah sama dalam hal keterampilan 
dan keterampilan manajemen, maka kami 
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perlu asosiasi. Kami memiliki bagian teknis, 
bagian keuangan, dan bagian organisasi. 
Orang desa memerlukan nasehat dalam 
ketiga aspek tersebut.’

Seperti halnya asosiasi yang 
bermunculanyang baru saja muncul di 
tingkat kabupaten, provinsi, dan satu 
asosiasi telah dibentuk di tingkat nasional 
yang dikatalisasi oleh program Pemerintah 
Indonesia saat ini PAMSIMAS yang 
didukung oleh World Bank dan program 
dari Australian Aid, dimandatkan dari 
Kementrian Pekerjaan Umum. Asosiasi 
tersebut: ‘memiliki mandat dan anggaran 
untuk mendukung profesionalisasi CBO’. 
Asosiasi ini diharapkan akan menjadi 
‘jembatan’ antara CBO dan pemerintah 
daerah. Diharapkan juga asosiasi ini 
menawarkan bantuan teknis bagi CBO dan 
memonitor status CBO (misalnya terkait 
dengan fungsionalitas sistem air, dan 
keberadaan tarif yang sudah disetujui). 
Di beberapa kabupaten, ada ‘badan 

penasehat’ yang didanai. Badan penasehat 
ini perwakilan pemerintah dari lembaga-
lembaga yang relevan yang telah ditunjuk 
oleh Bupati untuk terlibat langsung dengan 
asosiasi tersebut dan menyelesaikan 
masalah terkait dengan penyampaian 
layanan. Di tingkat nasional akhir-akhir ini 
dibentuk asosiasi nasional (Tirta Nusantara 
Lestari) yang bertujuan mendukung 
pertukaran pembelajaran, dukungan 
teknis di provinsi dan kabupaten, serta 
melakukan monitoring.

Asosiasi CBO yang turut terlibatdibidang 
sanitasi yang dikelola masyarakat di 
daerah urban miskin, AKSANSI, juga 
memiliki hubungan dan persamaan kuat 
dengan CBO yang dijelaskan di atas 
dalam penyediaan air daerah. Asosiasi 
ini menyediakan dukungan yang paling 
diperlukan untuk pasca pembentukan CBO, 
namun tetap memiliki sumber daya yang 
terbatas dalam membentuk legalitasnya. 
AKSANSI ada dalam bentuk sekretariat 
pusat nasional dan beberapa cabang di 
lokasi geografis yang berbeda. Sekretariat 
di Yogyakarta didirikan pada tahun 2011 
dan memiliki 8 staf serta 23 anggota 
komite organisasi di seluruh cabang. 
Organisasi ini berkembang, dan dalam 
proses mendirikan cabang di provinsi 
yang sudah memiliki cabang dan juga 
di provinsi lain. Tujuan AKSANSI adalah 
meningkatkan intensitas saling berbagi 
pengalaman antar CBO dan memainkan 
peran advokasi dengan pemerintah terkait 
melalui implementasi manajemen bersama 
dalam hal pelayanan dan keberlanjutan 
pasca pembangunan paket layanan 
sanitasi. Peran lainnya termasuk layanan 
dalam monitoring, bantuan teknis dan 
sosial serta pendampingan bagi CBO. 

Akhirnya, ada indikasi yang jelas akan 
permintaan yang signifikan diantara CBO 
yang mengatur persediaan air daerah 
dalam memperoleh akses pinjaman untuk 
memperluas layanan mereka: ‘Tidak 
ada yang bertanggung jawab untuk 
perawatan pasca proyek. Masalah muncul 
ketika proyek selesai. Sehingga kami 
memiliki inisiatif bahwa seluruh operator 
desa memerlukan tim penasehat… Maka 
kami memerlukan asosiasi (CBO) di setiap 
desa, sehingga ketika proyek selesai 
[kami] dapat memiliki program yang 
berkelanjutan’. Di Blitar dan Lamongan, 
CBO melayani tiga hingga lima kali lebih Gambar 7 Kantor asosiasi HIPPAMS, Sidoarjo, Jawa Timur
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banyak rumah tangga daripada PDAM 
daerah. Kajian keinginan untuk membayar 
yang melibatkan 2,100 rumah tangga di 
lima kabupaten, baik pelanggan dari CBO 
yang terhubung maupun yang potensial, 
memperlihatkan keinginan membayar 
antara 30 hingga 300 persen lebih banyak 
daripada tarif yang saat ini dibayarkan 
oleh rumah tangga daerah (Sy 2011). 
Kesuksesan CBO di beberapa daerah 
berlawanan dengan fungsionalitas yang 
buruk secara umum dan badan milik 
pemerintah yang kurang dapat diandalkan 
(PDAM). Misalnya di Lamongan, ada 
beberapa masyarakat yang saat ini 
kurang dilayani dengan baik oleh 
PDAM dapat dilayani oleh CBO daerah 
yang profesional. Analisis lebih jauh 
diperlukan untuk memahami bagaimana 
insentif mempengaruhi perilaku PDAM 
dibandingkan dengan CBO yang 
profesional. Namun, tujuan sosial CBO 
yang dijelaskan dibawah ini adalah faktor 
penting mendapatkan kepercayaan dari 
para masyarakat yang dinikmati oleh CBO 
yang berfungsi dengan baik  
(Sy, 2011:2). Perlu dicatat juga bahwa CBO 
keprofesionalan bukanlah hal yang harus 
di Indonesia dan bentuk sukses mereka 
sangat bergantung pada individu-individu 
yang menjadi champion/pelopor  
(Sy, 2011:4) dan pada kualitas sumber 
daya manusia yang tersedia di desa atau 
masyarakat (IndII, 2011; hal. 11).

Dimotivasi oleh tujuan sosial  
dan bukan oleh keuntungan
Ada beberapa organisasi yang dibentuk 
dengan tujuan sosial: menyediakan akses 
yang lebih baik akan air atau sanitasi bagi 
masyarakat. Sehingga mereka beroperasi 
dalam bentuk badan usaha sosial, dan 
umumnya dijalankan secara sukarela: ‘Kami 
bukan mencari untung, tetapi untuk sosial.’ 
Mereka muncul dari keterlibatan masyarakat 
sipil untuk mendukung pengadaan layanan 
pendukung, khususnya di daerah dimana 
kebijakan saat ini membatasi tanggung 
jawab pemerintah untuk menjalankan 
layanan tersebut (misalnya, penyediaan air 
daerah dan sanitasi urban komunal). 

Meskipun beberapa badan usaha 
serupa menawarkan honor bagi anggota 
masyarakat yang turut serta mengatur 
dan menjalankan organisasi, umumnya 
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 
hidup dan sebagian besar anggota 
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Gambar 8 Peralatan yang digunakan dalam pelatihan 
pengusaha sanitasi oleh APPSANI

Figure 9 Contoh kuitansi dan sistem pencatatan penagihan 
yang disiapkan oleh APPSANI
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ditemukan menjalankan kegiatan mereka 
dalam organisasi sebagai pekerjaan 
sampingan hingga pekerjaan formal. 

Ketergantungan berlebihan akan 
kesukarelaan dan tujuan sosial dapat 
membatasi perkembangan dan perluasan 
usaha. Misalnya, menurut salah satu 
responden, hanya sedikit persentase  
CBO yang mengatur persediaan air 
daerah (2-4%) membiayai perluasan 
sistem mereka. Hal ini dilaporkan karena 
fokus pada ‘tindakan sosial, bukan 
motivasi bisnis – selama air mengalir dan 
gratis, [maka] tidak ada pandangan bisnis 
bagi dewan air’. Hal ini akan diselidiki 
lebih jauh di bagian berikutnya.

Namun, arus pendanaan penting  
untuk kelangsungan jangka panjang
Agar dapat berlangsung dalam jangka 
waktu lama, organisasi ini perlu 
menghasilkan nilai ekonomi yang cukup 
untuk mempertahankan diri, khususnya 
jika hendak memperluas layanan mereka. 
Artinya model operasi bisnis dan praktek 
manajemen organisasi ini perlu memastikan 
keberlangsungan finansial. Secara umum 
badan usaha sosial yang dibahas di sini 
dasar operasinya adalah bentuk ‘biaya-
untuk-layanan’. Namun, dalam beberapa 
kasus donor eksternal juga memberi 
kontribusi berupa bantuan finansial. 

Menurut Sy (2011), sebagian besar CBO 
yang mengatur penyediaan air daerah 
dijalankan dengan cara ad hoc dan 
tidak memiliki sistem perencanaan dan 
anggaran yang siap. Sifat CBO yang 
sebagian besar berdasar atas kesukarelaan 
juga menimbulkan pertanyaan terkait 
dengan keberlangsungan jangka panjang 
karena CBO terkadang mengandalkan 
kepemimpinan dari kelompok kecil 
anggota masyarakat yang berjiwa sosial. 
Hal ini ditekankan oleh anggota dewan 
asosiasi CBO yang mengatakan: ‘sulit 
untuk menemukan niatan dan kapasitas… 
harus cerdas, bisa membaca, punya 
waktu, ingin melakukan hal yang baik… 
sulit ditemukan.’ Dan terkait dengan 
asosiasi CBO di tingkat kabupaten, 
mereka mencatat kelemahan yang mereka 
miliki karena mengandalkan kontribusi 
sukarela: ‘Di masa mendatang kami tidak 
dapat melanjutkan kegiatan ini karena 
hanya bergantung pada beberapa orang 
saja… saat ini kami dapat memberikan 

layanan, namun hanya 11 orang saja di 
sini.’ Memang dilaporkan bahwa asosiasi 
semacam ini ‘tidak menerapkan prinsip 
menggaji pelaksana’ namun bekerja atas 
dasar sukarela. Selain itu, nampaknya ada 
resistensi untuk formalisasi dan membayar 
layanan dalam CBO. Misalnya, dilaporkan 
bahwa sebagai kekacauan dari ide masa 
lalu dan kepercayaan ideologis terkait 
privatisasi, CBO tidak mau terikat secara 
perannya atas operasi dan perawatan, 
karena takut akan lepas kendali. 

Tantangan serupa juga dihadapi oleh 
asosiasi pengusaha sanitasi. Menurut 
kajian penilaian dampak APPSANI 
(Ikeda, n.d., hal. 1) ‘menuju keberlanjutan 
APPSANI sendiri merupakan tujuan 
jangka panjang, dan memerlukan bantuan 
signifikan dari WSP dan donor lain’. 

Model PAPSIGRO mengandalkan 
pada kontribusi finansial anggotanya, 
dan kontribusi waktu sukarela. Uang 
keanggotaan yang jumlahnya kecil 
dibayarkan di awal, diikuti dengan biaya 
bulanan yang jumlahnya kecil, serta 
0.5% penjualan ditambah dengan 10% 
pendapatan pelatihan eksternal diberikan 
pada asosiasi. Asosiasi juga memiliki 
rencana terkait kesempatan bisnis lain, 
misalnya batu bata, biogas, isi ulang air 
mineral, dan filter keramik. Meskipun 
jumlah anggota saat ini adalah 30 orang, 
dilaporkan sekitar 12 hingga 15 orang 
saja yang aktif dan mengikuti pertemuan. 
Salah satu anggota menyebutkan 
keprihatinan akan kondisi keuangan 
organisasi: ‘di mata saya, anggota 
PAPSIGRO terbatas dalam hal aspek 
ekonomi… Saya agak pesimis… situasi 
ekonomi anggotanya kurang baik’. 

Serangkaian sumber dukungan dana 
disebutkan. Dana tanggung jawab 
sosial korporasi (CSR) juga dilaporkan 
sebagai salah satu sumber dana yang 
mungkin digunakan bagi badan usaha 
sosial tersebut untuk meningkatkan 
situasi keuangan mereka. Beberapa 
organisasi mencoba melihat adanya 
potensi kemitraan dengan sektor swasta 
semacam itu. Dalam beberapa kasus 
organisasi sebagian mengandalkan 
dukungan donor melalui posisi yang 
didanai atau kegiatan proyek yang 
dijalankan. Ada juga contoh, bahwa 
pemerintah daerah memberikan layanan 
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tertentu untuk organisasi seperti ini, 
namun khususnya dimana hubungan baik 
dengan orang penting dalam politik atau 
administratif telah dijaga. 

Refleksi utama adalah darimana dana 
berasal dapat mempengaruhi kepada 
siapa suatu organisasi bertanggung jawab 
secara dominan. Bentuk penyediaan ‘biaya 
untuk layanan’ meningkatkan tanggung 
jawab secara langsung badan usaha bagi 
pengguna, sementara dana dari donor 
atau CSR memiliki potensi mengganggu 
tanggung jawab mereka yang seharusnya 
diberikan pada pengguna layanan. Secara 
umum kombinasi kontribusi waktu sukarela, 
tujuan sosial bersama dan model keuangan 
biaya untuk layanan nampaknya memiliki 
hasil yang dapat dipertanggungjawakan 
yang lebih kuat bagi para pengguna. 
Namun, hal ini juga dapat menghasilkan 
status finansial yang lemah.

B) KETeRAMPILAN MANAJEMEN BISNIS 
DAN AKSES kepada PELATIHAN
Akses kepada keterampilan  
manajemen bisnis merupakan  
isu utama bagi organisasi ini
Kami mengamati keterbatasan 
keterampilan bisnis badan usaha 
sosial, meskipun tidak di semua kasus. 
Keterbatasan yang diakibatkan oleh 
tingkat pendidikan anggota dicatat oleh 
para pemangku kepentingan. 

Menurut IndII (2011), hambatan utama 
profesionalisasi CBO yang bergerak 
dibidang air adalah kekurangan 
pandangan tentang kewirausahaan dan 
pengalaman, seperti pada umumnya, staf 
CBO tidak memiliki kualifikasi yang sesuai 
untuk tugasnya. 

Dalam kasus asosiasi pengusaha 
sanitasi, meskipun diatur dengan 
bantuan eksternal, nampaknya 
pelatihan yang diberikan terbatas pada 
pengembangan pengusaha itu sendiri. 
Misalnya, untuk PAPSIGRO, tidak ada 
pelatihan yang ditawarkan mengenai 
bagaimana menjalankan asosiasi, 
dan tidak jelas apakah mereka sudah 
memilih jenis organisasi formal apa 
yang paling tepat untuk kebutuhan 
mereka. Namun memang nampak 
bahwa, beberapa kegiatan analitis yang 
bermanfaat dapat dilakukan asosiasi 
mulai dilaksanakan. Misalnya, inventori 

pasar untuk memahami pasar di tingkat 
kecamatan sedang dikembangkan, dan 
sepertinya berguna bagi para anggota. 
APPSANI memperoleh keuntungan 
langsung keterampilan kepemimpinan 
yang disediakan oleh individu dengan 
pengalaman bisnis yang cukup dan 
maumembagikan keterampilan tersebut 
pada orang lain.

Namun dukungan pelatihan  
bagi badan usaha sosial terbatas
Dukungan pengembangan kapasitas 
yang cocok bagi badan usaha sosial ini 
belum tersedia. Peran Dinas KUKM di 
Kabupaten dan Dinas Pertambangan dan 
Industri di Kabupaten dalam menguatkan 
perkembangan sektor swasta, dan 
dalam menyediakan pengembangan 
kapasitas bagi bisnis kecil, telah dibahas 
sebelumnya dalam diskusi tentang 
pengusaha sanitasi, ada beberapa isu 
dalam hal kurangnya dukungan yang 
tersedia bagi jenis badan usaha sosial 
yang dijelaskan di sini. Sebagai tambahan, 
beberapa keterampilan yang diperlukan 
sepertinya akan dispesialisasikan 
(dalam arti menjalankan bisnis yang 
berjiwa sosial) dan tidak meminjamkan 
diri pada ide terkait perdagangan 
dan bisnis kecil. CBO Air telah sangat 
mengandalkan pada pelatihan yang 
disediakan melalui kemitraan yang 
didanai donor (misalnya melalui IndII 
dan WSP) yang bertujuan meningkatkan 
praktek komersil dan sistem perencanaan 
CBO. Salah satu CBO yang kami kunjungi 
telah mengembangkan kecerdasan 
bisnis tingkat tinggi melalui dukungan 
tersebut. Namun, kajian keefektifan 
beberapa aktivitas yang dilaksanakan 
dibawah program ini mengungkap 
bahwa umumnya, pelatihan terlalu 
tinggi dan tidak berlangsung cukup 
lama melihat tingkat pendidikan peserta 
pelatihan, sehingga hasilnya CBO kembali 
melakukan ‘cara lama’ mereka dalam 
mengerjakan sesuatu (IndII 2011).

5. �Faktor yang berperan dalam keterlibatan  
badan usaha: badan usaha sosial kolektif
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C) AKSES KEUANGAN  
DAN STATUS HUKUM
Akses keuangan telah dibahas 
sebelumnya sebagai isu umum bagi bisnis 
kecil dan menengah yangmerupakan 
salah satu hambatan utama yang dihadapi 
pengusaha sanitasi. Sama halnya, temuan 
mengindikasikan hal ini merupakan 
tantangan utama bagi badan usaha sosial 
yang bergerak di bidang air dan sanitasi. 
Dua dimensi utama hal ini berkaitan 
dengan bagaimana membuktikan 
kelayakan kredit, dan memilih jenis 
organisasi legal formal yang tepat. 

Kelayakan kredit menjadi penting untuk 
memperoleh akses pinjaman bank
Untuk memperoleh pinjaman bank, suatu 
bisnis perlu menunjukkan kelayakan kredit. 
Hal ini sering dihubungkan bagaiman 
menyediakan bukti akurat terkait status 
keuangan mereka melalui catatan dan 
laporan keuangan, dan beberapa badan 
usaha sosial mungkin memiliki kapasitas 
terbatas untuk memenuhi persyaratan 
tersebut. Sy (2011) mencatat bahwa di 
Jawa Timur, meskipun sebagian besar 
CBO memiliki penghasilan lebih banyak 
daripada pengeluaran, dan memiliki 
kapasitas meminjam dari bank, catatan 
keuangan dan praktek pelaporan 
keuangan mereka masih perlu ditingkatkan 
sehingga mampu menunjukkan status 
keuangan dalam aplikasi peminjaman 
uang. Sebaliknya, secara umum tampaknya 
bank tidak memiliki minat pada bisnis 
air dan sanitasi. Hal ini didukung oleh 
pengamatan responden bahwa ‘sepertinya 
bank melihat CBO bukan sebagai 
pasar yang menguntungkan’ sehingga 
mengindikasikan bahwa tingginya biaya 
transaksi yang ada dalam peminjaman 
pada CBO mungkin merupakan salah satu 
alasannya (IndII 2011). 

Sulit untuk memilih jenis organisasi 
yang tepat bagi badan usaha sosial
Status hukum badan usaha tersebut 
juga berpengaruh, meskipun beberapa 
responden menyebutkan bahwa bank 
daerah mungkin lebih fleksibel dengan hal 
ini daripada bank nasional. Ada beberapa 
pilihan terkait pilihan jenis organisasi saat 
mendaftarkan suatu organisasi sebagai 
organisasi non-profit atau organisasi 
profit pada pemerintah (lihat Kotak 4). 

Penelitian inijuga mengungkapkan 
ketidakpastian diantara para stakeholder 

tentang jenis organisasi apa yang terbaik 
bagi badan usaha sosial tersebut. Bagi 
manajemen air daerah, setiap bentuk 
memiliki pro dan kontra (lihat Kotak 5).

Rata-rata, ada persepsi yang bervariasi 
tentang apa yang dapat atau sebaiknya 
dilakukan oleh setiap jenis organisasi dan 
secara keseluruhan ada kekurangjelasan 
tentang batas-batas ‘tindakan apa saja 
yang boleh dilakukan’. Hal ini penting 
terkait dengan badan usaha sosial, karena 
badan usaha sosial dapat menyertakan 
baik karakter organisasi untuk profit dan 
non- profit. Misalnya, persepsi salah satu 
pemangku kepentingan tentang apa yang 
dapat atau tidak dapat dilakukan yayasan 
adalah sebagai berikut: Seandainya 
Anda sebuah perusahaan, Anda membeli 
truk, tetapi yayasan tidak membeli truk, 
karena mereka tidak punya modal… ada 
peraturan, bahwa yayasan tidak dapat 
untuk profit, mereka memiliki kuasa untuk 
mencari dana secara lokal, tetapi [hanya] 
untuk tujuan sosial.’ Sebagai tambahan, 
ada beberapa persepsi tentang mudah 
atau sulitnya membentuk berbagai 
jenis organisasi formal: ‘Mudah untuk 
membentuk usaha kecil menengah 
bersama, dengan dua hingga tiga orang, 
biayanya empat juta rupiah dan butuh 
satu minggu untuk memperoleh izin, 
tetapi membentuk koperasi perlu waktu 
lebih lama, dan perlu persetujuan dari 
seluruh anggota’. 

Menjadi perkumpulan yang diakui secara 
hukum juga membuka kesempatan bagi 
badan usaha sosial ini untuk bekerjasama 
dengan badan pemerintah yang memiliki 
mandat untuk mendukung sektor bisnis 
kecil, seperti Dinas KUKM di Kabupaten 
dan Dinas Pertambangan dan Industri 
Kabupaten (Sy et al. 2011). Temuan 
mengindikasikan bahwa dinas tersebut 
hanya mampu menyediakan dukungan 
pada bisnis yang terdaftar secara hukum: 
‘Saya memiliki [sebuah] harapan mereka 
secara individu mendaftar untuk kemudian 
memperoleh dukungan atau modal untuk 
membantu mereka’.

Persepsi bahwa pemerintah dan donor 
seharusnya tidak mendukung badan 
usaha secara langsung
Namun, temuan juga mengungkapkan 
suatu persepsi bahwa pemerintah dan juga 
para donor tidak dapat secara langsung 
mendukung organisasi untuk profit, 
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Secara hukum, organisasi non-formal 
tidak dapat membuat kontrak atau 
persetujuan hukum apapun dengan 
pihak lain. Akibatnya, mereka tidak dapat 
memperoleh uang dari pemerintah, 
bahkan dari perusahaan swasta atau 
donor internasional. Segala bentuk 
organisasi formal mempunyai peluang 
memperoleh dana dari pemerintah 
(tergantung pada program pemerintah, 
kebijakan dan peraturan khusus tentang 
skema pendanaan tertentu). Berikut 
beberapa jenis organisasi yang  
terdaftar di pemerintahan. 

Organisasi formal non-bisnis  
(tidak profit): 
1) �yayasan (yayasan seperti Habibie 

Center, Yayasan Dian Desa, sebagian 
besar organisasi non-pemerintah 
formal memilih bentuk yayasan)

2) �perkumpulan badan hukum (organisasi 
terdaftar, seperti Nahdhatul Ulama 
atau NU, Muhammadiyah)

Organisasi bisnis formal (untuk profit):
1) �koperasi
2) �badan usaha milik desa (BUMDes)
3) �commanditaire vennootschap (CV, 

kesatuan bisnis dengan satu atau 

dua mitra, salah satunya hanya 
berkontribusi modal, dan tidak 
mengatur bisnis secara langsung, 
namun masih harus bertanggungjawab 
atas seluruh kewajiban keuangan)

4) �perseroan terbatas (PT, di Australia 
adalah Kepemilikan Terbatas). 

‘Perkumpulan’ berarti ‘asosiasi’ dan bisa 
jadi informal atau formal. Hal serupa, 
sebuah usaha mikro, kecil dan menengah 
(KUKM, badan usaha mikro, kecil dan 
menengah) bukanlah organisasi. Istilah 
tersebut digunakan untuk mengacu pada 
kesatuan bisnis (terlepas apakah mereka 
formal atau non-formal) yang berukuran, 
mikro, kecil atau menengah. Begitu 
juga, Kelompok usaha bersama (KUB, 
Kelompok Usaha Bersama) adalah nama 
yang digunakan oleh banyak organisasi 
bisnis kecil untuk mengidentifikasi 
kesatuan bisnis mereka, namun jika 
mereka mendaftar untuk menjadi 
organisasi formal, maka mereka harus 
memilih salah satu dari jenis di atas.

Sumber: Akhmad Akbar Susamto 2013, komunikasi 
pribadi, 26 Oktober, Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, Indonesia

dengan satu perwakilan pemerintah yang 
melaporkan penggunaan LSM sebagai 
perantara untuk menyediakan dana bagi 
bisnis: ‘Tidak dapat diimplementasikan 
secara langsung, harus ada pihak ketiga 
dan kemudian dapat menuju ke KUKM 
atau asosiasi KUKM’. Dicatat bahwa: 
‘Anggaran daerah tidak dapat digunakan 
hanya untuk mendonasi satu organisasi 
masyarakat secara terus menerus, namun 
sebaiknya digunakan untuk mengadakan 
pelatihan’. Kurangnya kejelasan dalam 
peraturan tentang bagaimana pemerintah 
menyediakan dana untuk mendukung 
badan usaha swasta atau sosial dilaporkan 
untuk mencegah dukungan langsung 
terhadap organisasi tersebut. Dilaporkan 
bahwa hukumnya tidak jelas, dan bahwa 
‘mungkin inilah salah satu hambatan [bagi 
pengembangan badan usaha]’.

D) DUKUNGAN POLITIK  
DAN PENGATURAN
Terbatasnya dukungan bagi badan 
usaha sosial dari pemerintah
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, 
secara umum pemerintah daerah hanya 
memberikan sedikit perhatian pada air dan 
sanitasi, dan dalam kasus dimana sanitasi 
telah menarik perhatian, kecenderungan 
yang terjadi adalah fokus dalam 
menciptakan permintaan. Artinya badan 
usaha dibiarkan secara mandiri melayani 
kebutuhan yang mereka perlukan. 

Dukungan dari pemerintah dilihat oleh 
beberapa responden penelitian sebagai 
hal yang tidak penting, dan penting bagi 
yang lain. Misalnya beberapa anggota 
badan usaha sosial memiliki harapan 
yang rendah kepada pemerintah: ‘Kami 
sukarelawan dan tidak mengharap 
uang dari pemerintah’. Sebaliknya, 
pengadaan penyediaan air daerah 
mengungkapkan rasa tidak puas terhadap 
kurangnya kesadaran dari pemerintah 
akan pentingnya asosiasi CBO dan 

KoTaK 4: Jenis Organisasi Informal dan Formal
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Untuk memperoleh pinjaman, beberapa 
CBO dan asosiasi CBO telah membentuk 
bisnis koperasi. Hal ini berarti mereka 
telah membentuk asosiasi maupun 
koperasi (lihat Kotak 1 halaman 7). 
Untuk membentuk Koperasi, anggota 
harus membayar sejumlah biaya 
masuk. Pinjaman dapat di akses 
melalui pemerintah melalui koperasi 
tingkat kabupaten, namun batasan 
waktu untuk mengembalikan pinjaman 
(pinjaman harus dikembalikan dalam 
satu tahun, dan dalam kenyataannya 
pinjaman tersedia selama beberapa 
bulan) dikarenakan pemerintah koperasi 
kabupaten mempunyai keterbatasan 
dalam hal ini. Keuntungan yang didapat 
oleh anggota koperasi, dan tidak jelas 
apakah keluaran yang adil bagi seluruh 
anggota dan pengguna akan selalu dapat 
dicapai menggunakan model ini. 

Di tempat lain, CBO air dilegalisasi 
sebagai BUMDes. Misalnya di satu 
kabupaten, Bupati mengetahui bahwa 
mereka berharap badan legislatif yang 
baru dapat mendukung komite air yang 
diformalisasi menjadi BUMDes disahkan: 
‘Kami merencanakan untuk memiliki 
peraturan daerah [yang] ditujukan bagi 
badan usaha milik desa. Dengan ini 
BUMDes dapat dikontrol dan diatur. 
Kami ingin BUMDes beroperasi mandiri 
dan [dimiliki] oleh desa namun masih 

dibawah pengawasan pemerintah’. 
Beberapa yang lain menentang model 
ini. Mereka mencatat resiko campur 
tangan politik, dan minat sosial komite 
air bisa saja ditangkap oleh para elit 
politik. Misalnya, disarakan agar kelak 
keuntungan yang dihasilkan CBO dapat 
digunakan untuk pembangunan desa 
di bidang lain, namun hal ini bisa saja 
disalahgunakan jika diinvestasikan ulang 
dalam sistem air, karena peraturan yang 
ada tidak memberikan kejelasan: ‘mereka 
[perangkat desa] dapat ‘bermain’, karena 
belum ada peraturannya’. Keprihatinan 
ini didukung oleh yang lain (IndII 2011; 
Sy 2011) yang mempertahankan bahwa 
panduan yang jelas diperlukan dalam 
hal ini karena hukum dan prosedur tidak 
tegas dan menyebabkan interpretasi 
yang berbeda. 

Akhirnya, dilaporkan bahwa dibagian 
lain di Jawa Timur, komite air telah 
dilegalisasi sebagai yayasan, yang 
merupakan jenis organisasi formal yang 
dapat mendukung jenis badan usaha 
sosial seperti ini. 

Pertanyaan yang masih menggantung 
bagi semua jenis organisasi terkait 
kepemilikan aset (dan sumber daya 
air), karena hal ini menjadi penting saat 
pengaturan formal dilakukan, dan masih 
saja belum terselesaikan.

Kotak 5: debat langsung: apakah sebaiknya komite air diformalisasi  
sebagai koperasi untuk profit atau badan usaha milik desa (BUMDes)  
atau yayasan tidak untuk profit? 

perannya dalam menjembatani CBO 
dan pemerintah: ‘asosiasi [kabupaten] 
sangat penting [bagi CBO], namun 
pemerintah tidak memperhatikan mereka’ 
dan ‘kami ditanyai [oleh pemerintah]… 
‘apa status hukummu?’ Perwakilan dari 
badan usaha sosial ini juga melihat 
kurangnya dukungan finansial sebagai 
hal yang bermasalah: ‘PDAM memperoleh 
uang dari pemerintah … dan [asosiasi 
CBO] tidak memperoleh apa-apa, 
inilah ketidakadilan dalam anggaran 
pemerintah’. Ada juga pernyataan 
serupa, salah satu asosiasi pengusaha 
sanitasi dilaporkan membutuhkan 
bantuan pemerintah, dan mengajukan 
keberlanjutan asosiasi tersebut 
tergantung pada bantuan tersebut: 
‘untuk [terus menerus] tumbuh kami 

perlu dukungan dari pemerintah’ dan 
‘keberlanjutan [asosiasi] sebagian besar 
tergantung pada pemerintah’.

Pembagian peran serta dan peraturan 
pemerintah yang tidak jelas dapat 
memperuncing isu ini
Beberapa kali ditemukan ketidakjelasan 
dinas pemerintah yang mana yang 
bertanggung jawab untuk mendukung 
atau mengawasi kegiatan badan usaha 
sosial, karena pembagian dan peran 
yang tidak jelas di tiap departemen 
yang berbeda. Misalnya, untuk sistem 
sanitasi urban umum tidak jelas siapa 
yang bertanggung jawab atas dukungan 
untuk CBO masyarakat pasca konstruksi. 
Sementara secara tidak tertulis tanggung 
jawab ini seharusnya terletak pada 
Departemen Pemberdayaan Masyarakat 
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dalam Kementrian Dalam Negeri: ‘mereka 
bukanlah bagian sejarah sanitasi [urban]’ 
sehingga membatasi pengetahuan dan 
dukungan terhadap bidang ini’. 

Seperti disebutkan di bagian sebelumnya 
dan di Kotak 4 (lihat halaman 25), peraturan 
sekitar jenis organisasi yang berbeda masih 
tidak jelas, dan hal ini mengakibatkan 
ketidakjelasan bagaimana bantuan bagi 
badan usaha sosial, apa yang dapat dibantu 
dan apa yang tidak dapat dibantu, dan 
juga jenis kekurangan finansial dan operasi 
apa yang diperlukan serta siapa yang 
bertanggung jawab untuk membantu.

5. �Faktor yang berperan dalam keterlibatan  
badan usaha: badan usaha sosial kolektif
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6. �Faktor-faktor yang mempengaruhi 
keterlibatan CSO dengan badan usaha

Penelitian mengungkapkan kecen-
derungan yang muncul dalam 5 (lima) 
tahun terakhir baik bagi CSO dan 
mitra pembangunan lain untuk terlibat 
dengan badan usaha skala kecil. Contoh 
keterlibatan CSO dalam pengembangan 
badan usaha termasuk:

• �Melatih pengrajin, tukang batu, dan 
pengusaha sanitasi

• �Membentuk bisnis sanitasi dan badan 
usaha sosial di bidang air dan sanitasi

• �Memobilisasi institusi finansial 
untuk menyediakan, pinjaman bagi 
pengusaha dan pelanggan sanitasi

• �Meningkatkan produk, layanan dan 
badan usaha pemurnian air

• �Berperan sebagai mediator atau 
perantara yang jujur antara badan  
dan kontraktor

• �Membantu proses profesionalisasi  
dan lisensi untuk pengumpulan tinja 
di daerah urban

• �Menyewa kontraktor kecil untuk 
membangun sistem air atau sanitasi

• �Berperan sebagai perantara bagi 
pendonor atau CSR untuk mendukung 
badan usaha

• �Mengadakan kompetisi untuk 
mendukung inovasi badan usaha 
swasta dalam teknologi air, sanitasi 
dan kebersihan. 

Penelitian menemukan serangkaian 
elemen yang mempengaruhi jika dan 
bagaimana CSO berhubungan dengan 
badan usaha swasta dan sosial. Elemen 
tersebut termasuk:

• �Pendekatan pembangunan dan filosofi 
yang mendasari

• �Pengalaman bisnis
• �Pilihan kebijakan donor dan 

persyaratan pelaporan
• �Model pendandaan
• �Kebijakan dan panduan kantor 

regional
• �Dukungan politik, peraturan dan 

putaran pemilihan.

Membedakan pendekatan 
pembangunan dan filosofi  
yang mendasari
CSO dapat melihat model untuk profit 
bertentangan dengan tujuan utama 
masyarakat sipil dalam menangani isu hak 
asasi manusia dan memenuhi kebutuhan 
dasar bagi semua, sehingga mereka lebih 
berhati-hati dalam bekerjasama dengan 
badan usaha swasta. Secara historis hal 

ini merupakan filosofi pembangunan 
pokok pada sektor ini dan mengadopsi 
solusi berbasis pasar menunjukkan 
adanya pergeseran dalam pendekatan. 
Memang hal ini dilaporkan oleh salah 
satu responden: ‘Belum terpikir oleh 
saya sebagai kemitraan alami, namun 
saya dapat melihat kinerjanya dalam 
skala kecil. Mungkin karena ide awal 
[saya] tentang apa itu LSM dan apa yang 
dikerjakan LSM, dan juga asumsi serta 
prasangka saya. LSM adalah tidak untuk 
profit dan sektor swasta untuk profit’. 

Selama dekade terakhir berkembang 
keprihatinan tentang isu keberlanjutan 
dalam sektor ini. Untuk menanggapi 
hal tersebut, dan sebagai cara untuk 
menghindari hubungan ketergantungan, 
beberapa CSO telah bereksperimen 
dengan badan usaha skala kecil yang 
mendukung dalam penyediaan layanan: 
‘LSM didanai berdasarkan pada proyek. 
Namun jika [LSM] dapat mengubah suatu 
proyek menjadi kesempatan bisnis maka 
dapat dilanjutkan. Bahkan pendanaan 
pemerintah bisa dihentikan.’

Pandangan CSO tentang bagaimana 
memastikan keberlanjutan jangka panjang 
atas solusi berbasis pasar, dan bagaimana 
hal tersebut terkait dengan konsep 
kepemilikan, juga merupakan hal yang 
relevan dalam mempengaruhi pendekatan 
mereka. Bagi beberapa CSO ide bahwa 
pengusaha perlu mengambil resiko 
untuk menciptakan kepemilikan bisnis 
dan operasinya merupakan hal yang 
penting untuk memastikan keberlanjutan 
jangka panjang atas solusi berbasis pasar 
tersebut. Maka CSO sangat berhati-hati 
dalam menawarkan bantuan: ‘pengusaha 
sejati sebaiknya mengorbankan uang 
mereka sendiri untuk memulai bisnis.’ 
Namun, beberapa CSO di sektor 
ini di Indonesia tidak menyertakan 
keberlanjutan dalam pendekatan 
mereka, sehingga dilaporkan melihat diri 
mereka lebih sebagai penyedia layanan 
daripada sebagai fasilitator perubahan, 
yang berjalan berlawanan dengan 
pembentukan fungsi badan usaha swasta 
untuk menyediakan layanan: ‘mereka 
bekerja sendiri [tidak dengan pemerintah] 
di lapangan, [mereka] memandang lebih 
sebagai pemegang tanggung jawab [alih-
alih yang merupakan tugas pemerintah]’. 
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oleh saya 
sebagai 

kemitraan alami, 
namun saya 

dapat melihat 
kinerjanya 

dalam skala 
kecil.

…pengusaha 
sejati sebaiknya 
mengorbankan 
uang mereka 
sendiri untuk 

memulai bisnis.



Badan usaha dalam program AMPL Makalah Kerja 2A – 29

Penelitian juga menyertakan kasus 
CSO yang pendekatannya didasarkan 
pada konsep kecukupan masyarakat, 
swadaya dan berbagi. CSO melihat solusi 
berbasis pasar berjalan berlawanan 
sebagai berikut: ‘semakin kurang 
Anda bergantung pada pasar, semakin 
Anda mandiri… ketika mereka memiliki 
[produk sanitasi atau pendekatan 
baru], mereka harus membaginya, tidak 
dimiliki sendiri… [itulah] semangat 
berbagi.’ Malahan, pendekatan CSO ini 
fokus pada penggunaan sumber daya 
lokal dan pemberdayaan masyarakat 
melalui pembangunan kapasitas: 
‘[kami] tidak tertarik dengan solusi 
berbasis pasar. Misalnya dalam sanitasi, 
bukannya membeli barang-barang untuk 
membersihkan, kami menggunakan 
[antiseptik] herbal.’ CSO tersebut 
percaya bahwa: ‘orang [harus] menjadi 
aktor tindakan di masa mendatang dan 
mereka harus melakukan advokasi… 
karena kami sadar tidak mungkin bagi 
kami [CSO] bersama dengan mereka 
selamanya… yang paling penting adalah 
pemberdayaan manusia… mereka harus 
menggunakan hak mereka… sehingga 
transformasi merupakan proses yang 
terpenting… prinsipnya adalah kami 
hanyalah fasilitator penjembatan.’

Bidang masalah lain bagi CSO adalah 
harapan untuk mendukung akses 
penyediaan (produk pemurnian air atau 
produk sanitasi) tanpa mempromosikan 
satu perusahaan, merek atau badan 
usaha. Salah satu cara adalah CSO 
telah membangun materi komunikasi 
yang tidak spesifik pada merek, untuk 
mengenalkan konsep daripada produknya: 
‘Kami mengenalkan pro dan kontra 
[produk-produk yang berbeda] dan 
mengenalkan komunitas pada produk’. 
Namun, CSO bisa saja berakhir di posisi 
yang membingungkan, mendukung badan 
usaha tertentu, bukan yang lain.

CSO mungkin tidak memiliki 
pengalaman bisnis
Ide melibatkan badan usaha swasta dan 
sosial sebagai salah satu cara menangani 
isu keberlanjutan masih sangat baru 
bagi sektor CSO, dan seperti disebutkan 
sebelumnya, menunjukkan ada pergeseran 
pendekatan. Hal ini berarti CSO terkadang 
belum berpengalaman bekerja sama 
dengan sektor swasta dan pengembangan 

badan usaha. Akibatnya mereka 
kekurangan keterampilan yang diperlukan 
untuk mengimplementasi atau mendukung 
pendekatan berbasis pasar secara efektif. 

Juga, bagi CSO lokal yang berbasis 
di daerah yang tidak memiliki budaya 
kewirausahaan (misalnya daerah 
terpencil), pergeseran pendekatan bisa 
jadi sangat menantang. Kurangnya mereka 
terpapar bisnis di sektor lain karena 
rendahnya aktivitas sektor swasta di 
daerah tersebut berarti kesempatan bagi 
CSO untuk secara alami menumbuhkan 
pemahaman bagaimana kinerja bisnis dan 
untuk menyadari potensi mereka dalam 
mendukung atau mencapai tujuan mereka 
sangatlah terbatas. 

Tidak adanya budaya kewirausahaan 
juga berarti CSO memiliki kesulitan dalam 
merekrut anggota masyarakat yang 
memiliki jiwa bisnis dengan kemampuan 
kewirausahaan dan membuat mereka 
tertarik dalam sanitasi dan menjadikannya 
kesempatan bisnis atau sumber 
penghasilan.

Pilihan kebijakan lembaga bantuan 
internasional dan persyaratan pelaporan 
mempengaruhi program CSO
Pendekatan pengembangan yang dimiliki 
CSO dan filosofi pokoknya bisa saja diatur 
secara internal atau secara eksternal 
dipengaruhi atau dipaksakan oleh 
organisasi donor. Maka pilihan kebijakan 
donor dapat mempengaruhi bagaimana 
keterlibatan beberapa CSO dengan 
pengembangan badan usaha. Meski 
ada perkembangan minat keterlibatan 
sektor AMPL dalam debat kebijakan 
global, temuan mengindikasikan bahwa 
beberapa donor masih enggan mendukung 
pendekatan tersebut: 
‘Ada pemikiran bahwa [kami para donor] 
tidak boleh bekerja sama dengan 
sektor swasta, membantu perusahaan 
swasta memperoleh keuntungan. Ada 
beberapa LSM yang secara internasional 
memahami bahwa sektor swasta 
merupakan penggerak pembangunan… 
masalahnya adalah ada persepsi 
bahwa jika untuk kepentingan umum, 
seharusnya disediakan oleh pemerintah, 
tetapi terkadang, sektor swasta mampu 
menyediakan kepentingan umum dengan 
harga jauh lebih murah dari pada sektor 
umum. Ada keterlibatan sektor swasta 
di sektor lain, sehingga bukanlah konsep 
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yang aneh, tergantung pada siapa  
Anda menyampaikannya.’ 

Misalnya program WSP dari World Bank 
merupakan salah satu pendukung paling 
aktif dalam pengembangan badan usaha 
domestik di Indonesia, dan dalam beberapa 
hal telah menyosialisasikan bidang ini baik 
dengan CSO dan pemerintah. 

Terkait pelaporan pada donor, ada 
dua isu utama yang disampaikan 
oleh peserta: jenis nilai keluaran dan 
kerangka waktu untuk perubahan. CSO 
secara umum, sangat tergantung pada 
pendanaan donor dan langkah-langkah 
pertanggungjawabtanggungjawaban 
‘keatas’ pada donor untuk pelaporan 
perkembangan dan pelaksanaan. 
Karenanya jika persyaratan pelaporan 
pada donor termasuk penyediaan hasil 
yang spesifik pada keterlibatan sektor 
swasta, maka CSO akan memiliki insentif 
untuk memfokuskan usaha mereka 
dalam melibatkan sektor swasta. Namun, 
hal ini jarang terjadi. CSO melaporkan 
pada umumnya persyaratan pelaporan 
fokus pada hasil atau target yang terlihat 
(misalnya jumlah orang dengan akses 
sanitasi yang lebih baik) dan tidak secara 
spesifik fokus pada langkah-langkah 
antara untuk pengembangan badan usaha: 
‘sebagian besar [CSO] ingin meraih target 
dan prinsip keberlanjutan, hal ini menjadi 
beban bagi mereka. Ini adalah masalah 
yang mendunia… donor melihat pada 
target bukan keberlanjutan.’ Namun, ada 
beberapa kasus donor fokus pada agenda 
pembelajaran bersama dengan target 
tersebut, misalnya dalam kasus dukungan 
AusAid saat ini bagi CSO di Indonesia dan 
di tempat lain, yang menyediakan ruang 
untuk eksperimen. Sebagai tambahan, 
komitmen organisasi untuk belajar di 
antara dan di seluruh siklus proyek dapat 
mengurangi dampak persyaratan donor 
yang sempit. Isu kedua yang diangkat 
oleh peserta adalah skala waktu untuk 
mencapai hasil ‘yang kasat mata’ melalui 
solusi pembangunan berbasis pasar 
mungkin akan lebih lama daripada 
kerangka waktu proyek donor (dilaporkan 
umumnya antara dua hingga tiga tahun), 
khususnya yang melayani orang miskin.

Kebijakan organisasi dan panduan 
menuntun keputusan program 
Kantor cabang negara CSO Internasional 
terkadang beroperasi dibawah panduan 
kantor regional atau internasional mereka, 
atau kantor yang berada di negara 
maju tertentu, dan pendekatan yang 
mereka gunakan dalam program AMPL 
mungkin dipengaruhi kebijakan dan 
panduan mereka, serta oleh seberapa 
banyak fleksibilitas yang mereka punya. 
Maka, jika dan bagaimana suatu CSO 
berhubungan dengan sektor swasta dan 
pengembangan badan usaha bergantung 
pada apakah kebijakan dan panduan 
tersebut mengakui peran keterlibatan 
badan usaha dan pada umumnya apakah, 
mereka akan mendukungnya atau 
memacu pengembangan badan usaha. 
Lebih jauh, dimana ada pengakuan 
dan keinginan untuk mendukung 
pengembangan badan usaha, organisasi 
tersebut bisa saja terbatas dalam 
pendekatannya menggunakan pemikiran 
internasional saat ini dalam ‘praktek 
terbaik’, yang mungkin tidak selalu ‘paling 
cocok’ dalam konteks ekonomi-politik 
setempat. Saat ini ada fokus pada elemen 
tertentu dari pengembangan bisnis (dan 
bukan yang lain) dan hal ini merupakan 
pengaruh yang kuat dalam pendekatan 
saat ini di Indonesia.

Jenis model pendanaan mempengaruhi 
pilihan dan fleksibilitas CSO
Model pendanaan CSO menentukan 
seberapa jauh pendekatannya dipengaruhi 
oleh pilihan kebijakan, persyaratan 
kebijakan atau keterbatasan yang 
dibebankan oleh organisasi eksternal, 
misalnya donor, mitra internasional atau 
kebijakan organisasi internal. 

CSO yang model pendanaannya sebagian 
besar diatur oleh donor mungkin 
tidak memiliki fleksibilitas sebanyak 
organisasi lain untuk bereksperimen 
dengan ide mereka dalam keterlibatan 
dengan pengembangan badan usaha 
berdasarkan pengalaman setempat 
yang mereka miliki. Misalnya salah satu 
CSO membicarakan kebebasan yang 
ditawarkan oleh penggunaan yang 
fleksibel dari dana sponsor atau dana 
keberlanjutan korporasi untuk meneliti 
dan mengujicobakan pendekatan baru 
serta sinergi dalam programnya. 
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Sebaliknya, jenis model pendanaan 
juga dapat mempengaruhi tingkat 
pemaparan yang dimiliki CSO terhadap 
kecenderungan global dalam pemikiran di 
sektor AMPL. Kecenderungan ini secara 
meningkat mengakui peran badan usaha 
dalam pengadaan layanan. Organisasi 
yang model pendanaannya tidak diatur 
oleh organisasi internasional eksternal 
(misalnya CSO lokal), dan mengandalkan 
sumber daya lain seperti pencarian dana 
secara lokal, sepertinya tidak terlalu 
terpapar dan terpengaruh kecenderungan 
tersebut daripada CSO internasional. 

Dukungan politik, peraturan  
dan siklus pemilihan mempengaruhi 
implementasi CSO
Air dan sanitasi umumnya tidak dianggap 
sebagai prioritas utama oleh berbagai 
tingkat pemerintahan dan, seperti 
disebutkan sebelumnya, ide bahwa 
pemerintah seharusnya memiliki peran 
dalam mendukung pengembangan badan 
usaha masih sangat baru. Akibatnya, 
CSO yang menggunakan pendekatan 
berbasis pasar mengalami tantangan 
dalam melibatkan pemerintah daerah 
untuk berdiskusi tentang mekasnisme 
yang mendukung kebutuhan badan 
usaha, dan dalam memastikan komitmen 
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atau keterlibatan pemerintah dalam 
mendukung pengembangan badan usaha. 
Rata-rata, sebagai peraturan tentang 
dukungan pemerintah bagi badan usaha 
belum begitu jelas, maka peran CSO 
sebagai perantara menjadi penting. 

Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, 
komitmen dari bupati dalam menangani 
isu air dan sanitasi masyarakat merupakan 
hal penting untuk mendukung CSO 
dalam bekerja di sektor AMPL: ‘[Anda] 
perlu mendapatkan restu [Bupati/Kepala 
Kabupaten]. Jika dia tidak memberikan 
persetujuan maka program Anda tidak 
jalan.’ Bupati dipilih dalam jangka waktu 
lima tahun. Bupati yang baru terpilih 
bisa saja melanjutkan komitmen yang 
dijanjikan pada air dan sanitasi oleh Bupati 
sebelumnya atau bisa juga tidak, dan 
banyak aktivitas yang harus dilakukan di 
bidang ini. CSO melaporkan bahwa hal ini 
menjadikan mereka perlu memulai lagi dari 
awal usaha mereka untuk membangun 
kepercayaan dengan pemerintah 
daerah dan dalam usaha mereka untuk 
memperoleh komitmen Bupati agar dapat 
mengalokasikan dana dari anggaran 
daerah untuk AMPL, serta mendukung 
pengembangan sektor swasta.
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7. �Kesimpulan dan Implikasinya

Temuan-temuan dari penelitian ini dapat 
mendukung kesimpulan bahwa ada 
kecenderungan penting yang muncul di 
badan usaha swasta dan sosial di Indonesia 
yang berkontribusi pada pelayanan 
air dan sanitasi yang lebih baik. Badan 
usaha tersebut meliputi berbagai jenis 
organisasi dan tujuan, termasuk CBO yang 
diformalisasi untuk mengatur persediaan 
air daerah, asosiasi CBO air daerah, 
dan CBO yang mengatur sanitasi urban 
komunal, pengusaha sanitasi, asosiasi 
penguasaha sanitasi, produk penjerrnihan 
air dan distributornya, kontraktor 
bangunan, pelayanan penyedotan tinja 
dan layanan spesialisasi dalam bentuk 
konsultan atau specialist (dalam bentuk 
mekanik, listrik, keterampilan dan 
pendekatan efisiensi energy)

Insentif untuk badan usaha ini meliputi 
insentif material dalam bentuk potensi 
keuntungan/profit potensial. Namun 
banyak dari badan usaha ini khususnya 
badan usaha sosial dan beberapa badan 
usaha swasta jaringan motivatornya 
lebih kompleks dan insentifnya relevan. 
Memang beberapa badan usaha swasta 
dapat mentolerir margin profit yang rendah 
agar dapat menyediakan layanan bagi 
kaum miskin. Namun hal ini menghambat 
ekspansi/perluasan dan penyebaran usaha 
mereka. Dalam hal motivator, pertama, 
berbagai jenis asosiasi menawarkan 
rasa solider yang dalam laporan ini 
diperhitungkan sebagai motivator yang 
potensial. Kedua, beberapa individu 
menyebutkan tentang motivasi dengan 
tujuan tertentu (purposive motivations) 
yaitu menawarkan alat untuk memenuhi 
komitmen terhadap tujuan sosial mereka. 
Terakhir, potensi untuk meningkatkan 
status bisa jadi bentuk motivator. Namun 
demikian secara khusus sanitasi bukanlah 
sesuatu yang seksi sehingga mengurangi 
daya tariknya. Menyadari kompleksitas 
yang ada di balik mengapa individu 
memilih terlibat dalam satu badan usaha 
membuka jalan baru untuk memikirkan 
bagaimana mendukungnya dan bagaimana 
menarik pengusaha potensial untuk 
mengembangkan layanan di sektor ini. 
Hal ini termasuk memikirkan bagaimana 
materi, solidaritas dan motivasi, baik 
status maupun dengan tujuan/purposive 
akan diidentifikasi, direkam dan didukung, 
juga pengetahuan akan kompleksitas 

motif yang potensial bisa saja saling 
bertentangan di suatu waktu.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan 
cara-cara berbagai model organisasi 
untuk badan usaha swasta dan sosial 
berdiri dan berhubungan dengan layanan 
air dan sanitasi di Indonesia. Secara 
khusus, asosiasi sebagai model badan 
usaha adalah lazim dan muncul sebagai 
kebutuhan untuk menyelesaikan masalah-
masalah kolektif, sejak lingkungan 
kebijakan saat ini mengalokasikan 
tanggung jawab penting kepada komunitas 
dan masyarakat (khususnya di daerah 
pedesaan) dalam penyediaan layanan 
air dan sanitasi. Struktur seperti ini juga 
muncul untuk membatu mengarahkan 
kompleksitas institusional dalam 
mengakses keuangan dan persyaratan 
bisnis lainnya dalam konteks Indonesia, 
dimana ambiguitas dalam fungsi ekonomi 
formal dan informal mendukung model-
model tersebut. Meskipun demikian, 
ada kekurang jelasan diantara sebagian 
peserta penelitian tentang pilihan yang 
paling tepat akan struktur legal (untuk 
organisasi profit dan non-profit). Ini 
merupakan area yang perlu pertimbangan 
yang hati-hati, karena struktur yang dipilih 
harus mendukung baik keberlanjutan 
organisasi maupun keluaran layanan yang 
adil, dan harus mempertimbangkan risiko 
kontrol yang berlebihan terhadap anggota-
anggota yang lebih kuat dari masyarakat 
yang mungkin akan menarik manfaat yang 
tidak sebanding.

Makalah ini juga mengobservasi 
tentang dukungan yang lebih jauh yang 
diperlukan bagi peran badan usaha. 
Memang, sebagian besar badan usaha 
yang dimasukkan dalam penelitian ini 
didukung secara eksternal dari mitra 
pembangunan dan badan usaha tersebut 
tidak muncul secara spontan. Penelitian 
lanjutan diperlukan untuk meneliti 
keberadaan dan peran badan usaha 
dalam layanan AMPL untuk kaum miskin 
di wilayah geografis yang lebih luas, 
indikasinya bahwa contoh-contoh badan 
usaha yang terlibat terbatas.

Kebutuhan akan motivasi awal dan 
dukungan peningkatan kapasitas untuk 
badan usaha menurut beberapa peserta 
penelitian sangat penting, namun 
dukungan tersebut (dan insentif yang 
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mungkin mengarahkan pada tersedianya 
dukungan tersebut) saat ini terbatas. Ada 
banyak inisiatif yang dapat dikembangkan 
untuk mengatasi kebutuhan ini, termasuk 
membangun usaha yang telah ada seperti 
inisiatif memberikan pelatihan melalui 
sekolah-sekolah kejuruan. Inisiatif lain yang 
mungkin yaitu menguatkan kurikulum 
pelatihan bisnis yang ditawarkan oleh CSO 
atau pemerintah (contohnya analisa pasar, 
manajemen keuangan, dll); menyediakan 
pelatihan oleh CSO dan atau pemerintah 
yang disesuaikan untuk badan usaha 
sosial yang kolektif (contohnya pelatihan 
kepemimpinan, fasilitasi kelompok, model 
bisnis) dan mempromosikan kesempatan 
saling belajar antara kelompok yang 
berbeda dan mendukung pembelajaran 
dari bisnis sektor lain. Agar hal ini terjadi, 
rintangan ekonomi politis seperti yang 
didiskusikan disini sebaiknya ditangani 
dan perlu usaha untuk membangun 
insentif bagi pemerintah (khususnya 
lembaga pemerintah yang bertanggung 
jawab pengembangan sektor swasta) agar 
berkontribusi pada peningkatan kapasitas 
badan usaha di sektor ini.

Rata-rata, kesulitan mengakses 
keuangan/ pendanaan menjadi halangan 
untuk membesarkan badan usaha swasta 
dan sosial di sektor ini. Faktor yang 
berkontribusi yaitu kurang terbiasanya 
institusi yang meminjamkan secara 
formal di sektor AMPL. Kedua mekanisme 
meminjamkan uang secara formal dan 
informal yang berperan saat ini, dalam 
beberapa kasus sudah cukup, tetapi 
untuk badan usaha sosial khususnya, 
membentuk entitas hukum menjadi 
langkah penting untuk mengakses 
jumlah dana yang lebih besar. Kurangnya 
antusiasme diantara badan usaha 
swasta untuk meminjam uang dan 
ketergantungan secara historis terhadap 
kesukarelaan dalam badan usaha sosial 
saat ini membatasi keberlanjutan jangka 
panjang atau ekspansi potensial dari jasa/ 
layanan yang mereka tawarkan. 

Terakhir, kerangka dan persepsi 
institusional tentang apakah dan 
bagaimana pemerintah seharusnya 
memberikan dukungan untuk 
pengembangan badan usaha atau memberi 
perhatian lebih banyak pada kemitraan 
negeri-swasta memerlukan perhatian dan 
evolusi. Hal ini sangat penting mengingat 

badan usaha di sektor AMPL melayani 
tujuan sosial dengan menyediakan 
layanan air dan sanitasi serta kesempatan 
bisnis karena profit potensial tidak 
selalu menawarkan insentif yang cukup 
untuk menstimulasi keaktifan mereka 
di sektor ini. Upaya advokasi diperlukan 
untuk mengubah persepsi tentang peran 
pemerintah dan membangun kepercayaan 
diri dalam hal pengetahuan tentang 
cara yang tepat dan tidak tepat untuk 
sektor publik/ umum untuk menawarkan 
dukungan atau menawarkan diri sebagai 
mitra dari badan usaha. Sebuah contoh 
penting untuk sanitasi adalah peran dari 
staf kesehatan lokal dalam menjembatani 
badan usaha sanitasi.

Faktor-faktor pembentuk peran 
CSO dalam hubungannya dengan 
pengembangan badan usaha termasuk 
mempertanyakan kesejajaran filosofi 
yang mendasari keterlibatan badan 
usaha dengan panduan serta kebijakan 
organisasi yang terkait, pengalaman 
bisnis yang telah ada dan keterlibatan 
pemerintah, juga cara CSO mendpatkan 
sumberdayanya khususnya dalam 
hubungannya dengan pilihan donor dan 
persyaratannya. Implikasi penelitian 
ini lebih jauh yaitu adanya beberapa 
peran yang bisa dimainkan CSO untuk 
meningkatkan kemampuan badan usaha 
memainkan perannya secara efektif. 
Masing-masing peran memerlukan 
pertimbangan yang tepat akan aspek 
ekonomi politik yang dideskripsikan 
dalam makalah ini yang mempengaruhi 
bagaimana CSO dan actor lainnya 
berfungsi. Peran-peran ini meliputi: 
memikirkan kebutuhan peningkatan 
kapasitas badan usaha di level sistem 
(contohnya antar provinsi) selain level 
implementasi proyek; melaksanakan 
advokasi yang ditargetkan dan upaya 
peningkatan kapasitas untuk melibatkan 
pemerintah agar aktif mendukung 
pengembangan badan usaha swasta dan 
sosial; menguatkan keahlian internal CSO 
melalui rekrutmen atau kemitraan dengan 
para profesional dengan latar belakang 
bisnis yang relevan; menghubungkan 
dengan bank dan institusi keuangan, 
meningkatkan pengetahuan CSO 
dan pemahaman struktur legal serta 
pro dan kontranya, dan berbagi serta 
berkomunikasi tentang informasi ini 

7. Kesimpulan dan Implikasinya
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(struktur legal dan pro kontranya) dengan 
badan usaha swasta dan sosial yang 
prospektif; menghubungkan public-
swasta contoh membantu negosiasi 
kontrak; advokasi dan menghubungkan 
dengan sektor swasta skala besar dengan 
dana CSR untuk mengembangkan 
badan usaha air dan sanitasi, memonitor 
siapa yang dijangkau oleh badan usaha 
untuk menetukan apakah kaum miskin 
disertakan atau tidak.

7. Kesimpulan dan Implikasinya
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Lampiran 1
Panduan metodologi makalah ini adalah 
analisa ekonomi-politik. Kami mengambil 
pendekatan ‘berbasis masalah’, sejajar 
dengan kecenderungan saat ini dalam 
penerapan analisis ekonomi-politik pada 
sektor pembangunan (Fritz et al., 2009 
dan Harris, 2013). Masalah utama diambil 
menjadi ‘bagaimana keterlibatan CSO 
dengan badan usaha dapat lebih baik 
membawa penyampaian layanan yang  
adil dan keberlanjutan bagi orang miskin’.  
Dua pertanyaan penelitian yang 
disampaikan adalah:

• �Bagaimana keterlibatan badan dalam 
AMPL dipengaruhi oleh sektor 
dinamis, serta kaitan informal dan 
formal pada organisasi dan badan lain?

• �Apa yang membentuk keterlibatan CSO 
dengan badan usaha di AMPL?

Dicari keseimbangan antara fokus pada 
faktor politik ekonomi yang lebih luas, 
penyampaian layanan penting dinamika 
sub-sektor (McLoughlin with Batley, 2012; 
Harris et al., 2011:25) dan perhatian pada 
‘masalah’ yang lebih sempit. Prioritas 
diberikan pada tiga bidang berikut: 

• �Konteks ekonomi politik makro 
(termasuk dinamika regional dan 
internasional yang relevan)  
(sedikit perhatian)

• �Dinamika tingkat sektor, termasuk 
pembedaan utama di antara subsektor 
yang relevan (beberapa perhatian)

• �Dinamika tingkat organisasi, fokus 
pada organisasi sosial warga sipil, 
dan badan usaha swasta dan sosial 
serta hubungan antara kedua jenis 
organisasi tersebut (fokus utama). 

Tinjauan pustaka terbaru digunakan 
secara mendasar untuk menjawab level 
pertama di atas, sementara penelitian 
kualitatif empiris digunakan untuk 
menjawab dua tingkat analisis kedua. 
Wawancara semi-terstruktur dilakukan 
terhadap perwakilan dari dua puluh 
sembilan organisasi di Jakarta, Jawa 
Tengah (Kabupaten Grobogan) dan 
Jawa Timur (Kabupaten Lamongan dan 
Sidoarjo). Lokasi tersebut dipilih karena 
perhatian yang akhir-akhir ini diberikan 
oleh mitra pembangunan pada peran 
badan usaha dalam layanan air dan 
sanitasi. Para responden mewakili badan 
usaha swasta dan sosial, CSO nasional 
dan internasional, organisasi donor, 
dan lembaga pemerintah yang berbeda 

dari bidang yang relevan (perencanaan, 
kesehatan, dalam negeri, pekerjaan 
umum, pengembangan badan usaha, 
industri dan perdagangan) dan kepala 
daerah. Secara khusus, hubungan antara 
berbagai jenis organisasi juga ditanyakan 
(lihat Gambar A1, halaman 37). Protokol 
etika penelitian telah dilakukan, termasuk 
penyediaan yang melindungi privasi 
peserta penelitian dan memberikan 
kesempatan untuk melakukan wawancara 
terhadap anggota dengan peserta dimana 
nama organisasi disebutkan. 

Pertanyaan bidang digunakan untuk 
mengembangkan subpertanyaan yang 
digunakan selama wawancara dengan 
CSO, badan usaha, masyarakat sipil, dan 
pemerintah (lihat Tabel A1, halaman 37). 
Pengelompokan diambil dari Ostrom 
(2011) analisis institusional dan kerangka 
kerja pengembangan yang menyarankan 
sasaran fokus (Ostrom: 2011; hal. 11):
“(i) tatanan aktor; (ii) posisi spesifik 
untuk diisi oleh peserta; (iii) tatanan 
tindakan yang diperbolehkan dan 
kaitannya dengan keluaran; (iv) potensi 
keluaran yang terkait dengan urutan 
keluaran individu; (v) tingkat kontrol 
yang dimiliki setiap responden atas 
pilihan (vi) informasi yang tersedia bagi 
responden tentang struktur situasi 
aksi dan (vii) biaya dan manfaat yang 
berfungsi sebagai insentif dan tindakan 
pencegahan dan keluaran”

Catatan detil wawancara, termasuk 
kutipan langsung, dianalisa menggunakan 
pendekatan analisa ‘simpul’ menggunakan 
diagram simpul yang mengenalkan 
interogasi sistematis dari setiap 
hubungan formal antara organisasi dan 
institusi informal yang relevan, begitu 
juga fokus pada simpul itu sendiri dan 
pengendali internal, dimana satu simpul 
mewakili aktor organisasi utama yang 
dipertimbangkan dalam analisis. 

Kombinasi dari analisis ini dan 
kepustakaan tentang aspek penting 
dalam pengembangan badan usaha di 
bidang AMPL (Gero et al., 2013) kemudian 
mempengaruhi daerah tematis yang 
dibenturkan dengan naratif makalah ini. 
Tinjauan sejawat dengan organisasi mitra 
dan pengecekan anggota dengan peserta 
dilakukan untuk verifikasi interpretasi yang 
disajikan dalam makalah ini.

9. �Lapiran
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9. Lapiran

Badan Usaha CSOs Pemerintah
Badan Usaha ✓ ✓
CSOs ✓ ✓
Pemerintah ✓ ✓

Gambar A1 hubungan organisasi yang ditanyakan 
dalam penelitian

A) �Menilai beberapa halyang lebih luas 
dari konteks: Bagaimana perilaku 
CSO dan badan usaha swasta yang 
dipengaruhi hal yang relevan dalam 
konteks (negara/daerah)?

• �Bagaimana faktor-faktor seperti 
praktek historis, ideologi politis, jenis 
pemerintahan, hubungan negara-
masyarakat atau ketidakseimbangan 
sosial mempengaruhi cara layanan 
AMPL disampaikan dalam konteks, 
dan peran badan usaha swasta dan 
CSO dalam penyampaian tersebut? 

• �Bagaimana ‘badan usaha swasta’ 
dipahami oleh berbagai aktor 
dalam konteks ini? Siapa saja yang 
disertakan/tidak disertakan?

• �Bagaimana ‘masyarakat sipil’ 
dipahami oleh berbagai aktor 
dalam konteks ini? Siapa saja yang 
disertakan/tidak disertakan?

• �Seberapa relevan para aktor melihat 
pengguna layanan (misalnya sebagai 
‘pemilik hak’, pelanggan, dsb.)?

B) �Bagaimana setiap organisasi 
distruktur secara internal?  
Apa saja implikasi struktur tersebut 
bagi caranya berfungsi? 
• �Siapa saja aktor yang terlibat?  

Apa saja tatanan posisi yang akan 
diisi oleh aktor tersebut?

• �Apa pilihan yang dimiliki firma atau 
CSO terkait perannya dalam sektor 
AMPL? 

• �Sebelum bekerja dalam konteks 
tertentu atau dengan firma tertentu, 
dan sebelum mengadopsi strategi 
khusus, apakah individu/organisasi 
memerlukan persetujuan (misalnya dari 
pemerintah, superior dalam organisasi, 
otoritas pusat, badan pendanaan)? 
Apakah mereka berunding atau 
bernegosiasi dengan pihak lain tentang 
rencana kegiatan mereka? 

• �Apa saja tujuan dari berbagai aktor 
yang terlibat?

• �Dari mana saja sumber utama 
pendanaan?

C) �Menilai situasi aksi khusus: 
serangkaian pertanyaan tentang 
interaksi khususnya yang berkaitan 
dengan dukungan CSO pada badan 
usaha swasta: 

• �Apa yang dilihat oleh badan usaha, 
CSO, pemerintah dan pengguna 
jasa sebagai tujuan akhir interaksi 
antara CSO dan badan usaha swasta? 
Apakah dibagikan oleh seluruh aktor 
yang terlibat? Apakah tujuan dari 
berbagai aktor ini saling melengkapi 
atau bersaing satu sama lain? 

• �Seperti apa interaksi/keterlibatan 
CSO dengan badan usaha swasta? 
Apa saja pengaturan tindakan yang 
diperbolehkan bagi setiap aktor?

• �Apa saja teori perubahan yang 
diperankan (dalam bagian CSO, 
badan usaha swasta, pemerintah 
(nasional atau daerah) dan 
donor)? Misalnya, apa rantai 
acara yang mengaitkan berbagai 
tindakan potensial pada keluaran? 
Bagaimana aksi-aksi tersebut 
diharapkan menggiring pada 
keluaran tertentu? Bagaimana hal 
tersebut mempengaruhi prospek 
bagi penyediaan layanan yang 
berkelanjutan (keluaran yang 
diharapkan untuk proyek, kriteria 
evaluatif lain bisa diterapkan)? 

• �Informasi apa yang tersedia bagi  
para aktor tentang interaksi mereka?

• �Biaya dan manfaat: apakah kolaborasi 
CSO-badan usaha swasta telah 
membawa pada penyampaian 
layanan AMPL yang lebih baik/ 
berkualitas? Menurut siapa?

• �Manfaat apa (bagi badan usaha, 
bagi CSO, atau bagi lainnya) yang 
dapat dicapai sebagai hasil keluaran 
berbagai kelompok?

• �Apakah keterlibatan CSO-sektor 
swasta dilihat sebagai suatu hal  
yang efektif dan efisien oleh 
pengguna layanan?

Tabel A1 panduan pertanyaan bagi wawancara semiterstruktur


